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ABSTRAK 
Achmad Fathir Fauzan. 2016. E0012001. KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA 
DURENAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA DIBIDANG SUMBER DAYA ALAM MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas tentang kemampuan 
Kepala Desa Durenan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur 
terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang ada pada 
Pemerintahan Desa di desa Durenan. 
 Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris 
bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data 
primer yaitu melalui wawancara dengan anggota Pemerintahan Desa Durenan dan Pihak-
pihak yang dianggap penulis memiliki keterkaitan yang dibahas dalam penelitian ini. 
Sumber data sekunder yaitu buku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, peraturan 
perundang-undangan, dan juga jurnal. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data 
kualitatif dengan model interaktif. 
 Berdasarkan  hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kepala desa Durenan dinilai belum maksimal untuk 
melaksanakan kegiatan  Pemerintahan Desa di desa Durenan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperoleh faktor-faktor yang menjadi 
penghambat dalam kegiatan Pemerintahan Desa di desa Durenan. 
 
Kata kunci: Pemerintahan Desa Durenan, Kemampuan kepala desa Durenan, Faktor 
penghambat Pemerintahan Desa Durenan 
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ABSTRACT 
Achmad Fathir Fauzan. 2016. E0012001. THE GOVERNMENT ABILITY 
DURENAN VILLAGE IN THE MANAGEMENT OF THE BUDGET OF 
VILLAGES IN RESOURCES BASED OF CONSTITUTION NUMBER 6 
YEAR 2014 ABOUT VILLAGE, SCIENTIFIC WRITING LAW (SKRIPSI). 
FACULTY OF LAW SEBELAS MARET UNIVERSITY. 
 This research aims to know more clearly about the ability of the head of 
the village Durenan, district Sidorejo, Magetan, East Java Province towards the 
Organization of the system of Government in terms of law number 6 Year 2014 
about villages, government regulation Number 43 2014 about Regulations 
Implementing Act No. 6 by 2014 about villages and Government Regulation 
Number 43 by 2015 on changes in government regulation Number 43 2014 about 
Regulations Implementing Act No. 6 by 2014 about Villages as well as to find out 
the factors restricting in the reign of the village in the village of Durenan. 
 This research is seen from the goal including the types of empirical legal 
research with qualitative approach is descriptive in nature. Data source derived 
from primary data sources namely through interviews with members of the 
Government of the village of Durenan and the author has considered linkages are 
discussed in this study. Secondary data sources i.e. books, general principles, 
good governance and regulations, and also of the journal. After the data retrieved 
and then conducted a qualitative data analysis with interactive models. 
Based on the results of research and data analysis that has been done then 
can be drawn the conclusion that the village chief Durenan rated maximum yet to 
carry out the activities of the Government of the village in the village of Durenan 
in accordance with the law number 6 Year 2014 about Villages and acquired 
factors that hampered the Government in the activities of the village in the village 
of Durenan 
 
Keywords: reign of Durenan Village, Durenan village, head of the Ability Factors 
restricting Government Village Durenan. 
 
 
 
 
 
 
 vii 
 
 MOTTO 
Lebih baik bertempur dan kalah daripada tidak pernah bertempur sama sekali. 
(Arthur Hugh Clough) 
 
**** 
 
Kemampuan menertibkan keinginan merupakan latar belakang dari watak. 
(John Locke) 
 
**** 
 
Aku tidak punya aturan, aku hanya selalu berusaha melakukan yang terbaik setiap 
saatn dan setiap hari (Abraham Lincoln) 
 
**** 
 
Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 
(QS. Ali-Imron (3) : 200) 
 
**** 
 
Setiap orang yang tidak melakukan kesalahan, maka dia tidak dapat menemukan 
hal baru (Albert Einstein) 
 
**** 
 
Bila dapat melakukan saat ini lakukanlah targetmu itu saat ini tanpa harus 
menunggu nanti ataupun esok. 
 
 
**** 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Penelitian ini menyikapi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, dengan fokus kajian dalam penelitian ini adalah 
kemampuan pemerintah desa Durenan dalam pengelolaan anggaran 
pendapatan dan belanja desa dibidang sumber daya alam menurut Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Hukum merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara. 
Hukum ada untuk menjadi salah satu aturan hidup bertingkah laku di dalam 
masyarakat. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis hukum salah satunya 
adalah hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan salah satu dari 
hukum publik di Indonesia yang mengatur kehidupan bernegara. Hukum Tata 
Negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur 
mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. 
Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk 
dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan 
alat perlengkapan negara tersebut. Menurut Cristian van Vollenhoven Hukum 
Tata Negara adalah hukum tentang distribusi kekuasan negara. Hukum Tata 
Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum 
bawahan menurut tingkatannya. Masing-masing tingkat tersebut menentukan 
wilayah lingkungan rakyat, kemudian menentukan badan-badan dan fungsinya 
masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta 
susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut. (Bagir Manan:1997) 
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 menjelaskan bahwa setiap wilayah daerah di Indonesia adalah daerah 
otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada 
asas desentralisasi dan satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 
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1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan 
mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta 
pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan 
memandang mengingati hak-hak dan asal-usul dalam daerah-daerah yang 
bersifat istimewa.(Ni’matul Huda, 2015:305) 
Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang 
mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap 
penyimpangan terhadapnya. Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh 
sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja 
dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi 
kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan.(Jimly Asshiddiqie, 2006:3) 
Pemerintah Pusat memberikan sebagian kekuasaan kepada 
Pemerintahan Daerah untuk mengurusi dan menjalakan sistem pemerintahan 
yang ada di daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah 
dalam mengembangkan dan menggunakan serta mengelola sumber daya yang 
terdapat di derah secara lebih efektif dan efisien. Setelah terbentuknya 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa otonomi daerah semakin 
panjang kebawah hingga dapat menyentuh masyarakat desa sesuai dengan 
konsideran mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bahwa 
dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang 
dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar 
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan 
landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan 
pengertian bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
3 
 
 
masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 
demikian desa memiliki kewenangan meliputi bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 21 
menjelaskan bahwa Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan 
pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Pengertian ini 
memberikan kewajiban terhadap pemerintah desa yang dalam hal ini terdiri 
dari kepala desa dan aparatur desa untuk secara bijaksana mengatur serta 
mengelola kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam wilayah desa 
tersebut dengan tidak melupakan batasan-batasan yang diatur dalam sistem 
perundang-undangan republik Indonesia. 
Permasalahan yang sering timbul dalam Pemerintahan Desa adalah 
kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan dan menegakkan 
peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Daerah hingga Peraturan Desa. Hal ini menyebabkan 
munculnya ketidakpastian dalam pengaturan, pengelolaan hingga pengawasan 
oleh badan-badan yang berwenang atas kegiatan-kegiatan dalam proses 
pembangunan nasional yang ter-intergrasi secara menyeluruh. Di Desa 
Durenan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan memiliki Sumber Daya 
Alam yang cukup besar karena masyarakat di desa tersebut mayoritas adalah 
petani dan pedagang, namun dalam hal pengayoman dan pelayanan dari 
pejabat desa secara serta merta dapat dilihat kekurangannya dalam hal 
Profeionalitas dan Etos Kerja yang baik. Bila dikaitkan dengan Teori Good 
Governence dalam dokumen kebijakan United Nation Development 
Programme (UNDP), diterangkan beberapa ciri-ciri Good Governence, Yaitu: 
(Hertifah Sj Sumarto, 2007 :3) 
4 
 
 
1. Mengikut sertakan semua, Transparansi dan Bertanggung 
jawab, Efektif dan Adil; 
2. Menjamin adanya Supremasi Hukum; 
3. Menjamin Bahwa Prioritas-prioritas Politik, sosial, dan 
ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; dan 
4. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling 
miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut 
alokasi sumber daya pembangunan.  
Melimpahnya sumber daya alam serta kurangnya teknologi dalam 
mengembangkan serta mengelola apa yang ada di daerah perdesaan 
menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. Tidak jauh dari itu maka pemerintah desa akan 
membuat suatu kebijaksaan sendiri untuk mencakup semua hal yang ada maka 
dengan hal itu Kepala Desa dituntut secara aktif serta bijaksana dalam 
membuat serta menjalakan peraturan desa yang dibuatnya bersama aparatur 
desa yang lainnya.  
Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, 
maka penulis tertarik untuk menuangkan sebuah penulisan hukum (SKRIPSI) 
yang berjudul “KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DURENAN 
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA DIBIDANG SUMBER DAYA ALAM MENURUT 
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”. 
Penulis memilih judul tersebut karena ternyata masih ada kepala desa yang 
dalam menjalankan roda pemerintahan desa karena terbatas akan kemampuan 
intelektual yang rendah serta kurangnya partisipasi masyarakat maupun 
pemerintah daerah hingga pemerintah pusat menjadikan desa tersebut kurang 
berkembang yang menyebabkan kurang efisiensinya anggaran yang diberikan 
oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. 
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4. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan diatas, penulis 
merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan 
yang di kaji dalam penelitian ini, yaitu: 
1.  Bagaimana kemampuan Pemerintah Desa Durenan  dalam pengelolaan dan 
penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa dibidang sumber daya alam 
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 
2. Faktor penghambat apakah yang ada dalam pengelolaan anggaran pendapatan 
dan belanja desa di bidang sumber daya alam yang di laksanakan oleh 
Pemerintah Desa Durenan? 
5. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka 
penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 
a. Tujuan Obyektif 
1) Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan Pemerintah Desa 
Durenan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan 
belanja desa dibidang sumber daya alam ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
2) Untuk Mengetahui dan menyebutkan serta menjelaskan Faktor 
penghambat apa saja yang ada dalam pengelolaan anggaran pendapatan 
dan belanja desa dibidang sumber daya alam yang di laksanakan oleh 
Pemerintah Desa Durenan. 
b. Tujuan Subyektif 
1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di 
bidang hukum tata negara, khususnya mengenai sistem pemerintahan 
yang ada di desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa. 
2) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana 
Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
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6. Manfaat Penelitian 
 Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga diambil untuk di harapkan dapat 
memberikan manfaat yang baik, terutama demi kemajuan hukum di Indonesia. 
Adapun penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut 
a. Manfaat Teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan jawaban atas 
permasalahan yang sedang di kaji oleh penulis. 
2) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan 
Hukum Tata Negara pada khususnya. 
3) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya. 
b. Manfaat Praktis 
1) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memberikan 
sumbangan pemikiran serta masukan bagi semua pihak yang 
membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini. 
2) Mengembangkan dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk 
mengetahui kemampuan penulis terhadap penerapan ilmu yang 
diperoleh 
7. Metode Penelitian 
 Metode Penelitian berisi uraian tentang metode-metode yang digunakan / 
dilakukan penulis dalam menghimpun / memperoleh data atau informasi. Metode 
penelitian berfungsi sebagai pedoman atau batasan atau patokan tentang tata cara 
dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang 
penulis lakukan.  
 Soerjono Soekanto menjelaskan definisi dari penelitian adalah suatu 
kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan 
secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan 
metode / cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan 
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konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka 
tertentu. (Soerjono Soekanto. 2010 : 42) 
 Cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, 
mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan data menguji kebenaran 
suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah. 
 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 
a. Jenis Penelitian 
 Jenis penlitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan penelitian 
hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum empiris yang 
diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan 
observasi lapangan atau masyarakat untuk mendapatkan data primer. Dalam 
penelitian ini mengkaji mengenai kemampuan Pemerintah Desa Durenan dalam 
penggunaan dan pengelolaan APB Desa bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjawab pertanyaan diatas maka penulis 
melakukan beberapa metode teknik pengumpulan data salah satunya 
mewawancarai Kepala Desa Durenan, sehingga penelitian ini dapat di kategorikan 
sebagai penelitian hukum empiris.  
b. Sifat Penelitian 
Dilihat dari bidang penulisan hukum ini, penelitian ini dapat dikategorikan 
bersifat deskriptif, karena suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala 
lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu 
memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka penyusunan teori baru 
(Soerjono Soekanto, 2010 : 10) 
Didalam penulisan hukum ini penulis memaparkan hasil penelitian tentang 
kemampuan Pemerintah Desa Durenan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten 
Magetan, Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan dan pengelolaan APB Desa 
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dalam bidang Sumber Daya Alam bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa. 
 
c. Pendekatan Penelitian 
Adapun macam – macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu 
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
(Soerjono Soekanto, 2010 : 18). Lalu dalam penulisan hukum ini khususnya 
dalam rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua penulis menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case 
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
d. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penelitian yang dilakukan 
ini penulis mengambil lokasi di Desa Durenan Kecamatan Sidorejo Kabupaten 
Magetan Propinsi Jawa Timur. 
e. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Secara umum dalam penelitian dibedakan antar data yang diperoleh secara 
langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung 
dari masyarakat adalah data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-
bahan kepustakaan dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010 : 51) 
Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah: 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan yaitu melalui 
wawancara (interview) untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak 
yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang di teliti oleh 
penulis. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data primer adalah data 
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yang di peroleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga 
masyarakat melalui penelitian. 
Penulis dalam penulisan hukum ini mengumpulkan data secara 
langsung di kantor Desa Durenan Kecamatan Sidorejo Kabupaten 
Magetan dan di tempat-tempat saat penulis bersama narasumber 
bertemu, khususnya dengan pihak yang sesuai dengan jabatannya yaitu 
Bapak Sumarno selaku Kepala Desa Durenan , Bapak Wahyudi Sebagai 
Sekretaris Desa Durenan, Kepala Dusun di wilayah Desa Durenan dan 
pihak-pihak lain yang menurut penulis sebagai pihak yang dapat digali 
informasinya. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan 
keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer melalui 
penelitian kepustakaan, menurut Soerjono Soekanto, data sekunder 
antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil 
penelitian yang berwujud laporan. Lalu dalam penulisan hukum ini 
penulis menggunakan jenis data sekunder berupa : Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, PP Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa dan Jurnal Hukum. 
Diperlukan sumber-sumber penelitian untuk memecahkan isu hukum dan 
sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. 
Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Yang mana bahan hukum primer itu 
terdiri atas: 
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1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; 
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah; 
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
4)  PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
5)  PP Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa; dan 
6) Peraturan Desa Durenan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. 
b. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah teknik untuk mengumpulkan data dari 
salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Pengumpulan data dapat 
dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan, dan observasi, 
dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010 : 21). Untuk 
memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis dalam penelitian 
ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1) Teknik Pengumpulan Data Primer 
Teknik pengumpulan data primer  yang penulis gunakan dalam 
penelitian hukum ini yaitu studi lapangan yaitu, Penelitian lapangan 
merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian 
kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur 
yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian 
lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya 
berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan. 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan diakses tanggal 11 - 04 
– 2016, 23.48 WIB) 
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Studi lapangan merupakan pengumpulan data dengan cara penelitian, 
dan untuk mendapatkan data yang di perlukan dengan cara wawancara. 
Menurut Burhan Ashshofa, wawancara merupakan cara yang digunakan 
untuk memperoleh kerterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. 
Yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan 
manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam penelitian ini, 
wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Durenan, Kecamatan Sidorejo, 
Kabupaten Magetan beserta Aparatur Desanya, dan juga sebagian warga di 
desa tersebut. 
2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder 
Penulis dalam penelitian ini mendapatkan data sekunder, dengan studi 
kepustakaan yang merupakan pendukung dan pelengkap dari sumber data 
primer. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder dari peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, internet, dan dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 
c. Teknik Analisis Bahan Hukum 
 Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh 
baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap bahan hukum 
primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan 
kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis 
serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Bahan hukum primer ini 
pun terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan bahan yang paling revelan 
dengan rumusan masalah yang ada. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka 
maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif 
adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran 
yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama mengenai fakta yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam usulan penelitian ini. 
Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan 
12 
 
 
cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu 
membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan 
masalah yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Analisis bahan-bahan 
hukum dalam penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif .Analisis kualitatif 
artinya, menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat 
yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga 
memudahkan  interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. 
(Lexy J. Moleong,2009) 
Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, 
dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan-bahan hukum ke dalam suatu 
sistem informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan 
hukum tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi 
dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber bahan 
hukum primer, selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang 
relevan dengan cara pencatatan atau pengutipan. Kemudian dilakukan kualifikasi 
fakta dan hukum. Selanjutnya dilakukan penelusuran melalui kepustakaan yang 
berkaitan dengan kemampuan Pemerintah desa dalam penggunaan dan 
pengelolaan APB Desa bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Dalam rumusan masalah pertama yaitu bagaimana kemampuan 
Pemerintah Desa Durenan  dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran 
pendapatan dan belanja desa dibidang sumber daya alam ditinjau dari Undang-
Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menggunakan menggunakan tekhnik 
analisis berupa teori Good Governance ditambah dengan data-data yang diperoleh 
di lapangan melalui wawancara langsung dan juga dikaitkan dengan peraturan 
Perundang-undangan yang Relevan dengan rumusan masalah pertama, Dan 
selanjutnya dalam rumusan masalah kedua yaitu faktor penghambat apakah yang 
ada dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di bidang sumber 
daya alam yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa Durenan menggunakan 
menggunakan tekhnik analisis berupa teori  Good Governance ditambah dengan 
data-data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara langsung dan juga 
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dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yang Relevan dengan rumusan 
masalah kedua. 
8. Sistematika Penulisan Hukum 
Penulisan hukum ini dibagi menjadi 4 (empat) bab utama dan setiap bab terdiri 
dari beberapa sub bab guna mempermudah mendapatkan suatu pemahaman yang 
sistematis dan jelas atas keseluruhan penelitian hukum ini. Sistematika penulisan 
hukum ini adalah sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab I ini penulis menguraikan latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab II ini penulis memberikan landasan teori atau 
memberikan penjelasan secara teoritik yang 
bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan 
yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis. 
Landasan teori ini meliputi tinjauan tentang proses 
pemeriksaan, tinjauan tentang sistem peradilan 
pidana anak, serta tinjauan tentang putusan hakim. 
Selain itu juga bab ini disertai kerangka pemikiran 
guna memudahkan pemahaman alur berpikir. 
 
 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab III ini penulis menguraikan dan menyajikan 
pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: 
14 
 
 
Pertama, kemampuan Pemerintah Desa Durenan  
dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran 
pendapatan dan belanja desa dibidang sumber daya 
alam ditinjau dari Undang-Undang nomor 6 tahun 
2014 tentang desa, Kedua, Faktor penghambat 
apakah yang ada dalam pengelolaan anggaran 
pendapatan dan belanja desa di bidang sumber daya 
alam yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa 
Durenan 
 
BAB IV : PENUTUP 
Bab IV ini merupakan akhir dari penelitian hukum 
di mana bab ini memuat simpulan dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan serta memuat saran 
terhadap pembahasan dan simpulan yang telah 
dipaparkan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1) Tinjauan tentang Desentralisasi 
 Kedaulatan pemerintah dalam suatu negara yang berbentuk 
kesatuan dapat diselenggarakan dengan cara terhimpun/ditumpuk 
(gathered) secara sentralisasi (centralized). Sehingga segala urusan dalam 
negara terletak di tangan pemerintah pusat (central goverment), dan 
semua kewenangan pemerintah dilakukan oleh satu pusat pemerintahan 
(single centralized goverment), atau oleh pusat bersama-sama dengan 
organnya yang berada/ dipencarkan di daerah-daerah. Penyelenggaraan 
pemerintah yang dipencarkan di daerah-daerah dilakukan sebagai akibat 
dari tuntutan demokrasi, efisensi, dan efektivitas pemerintahan. 
Pelaksanaan pemerintahan itu didasarkan pada asas dekonsentrasi dan 
desentralisasi. Baik dekonsentrasi maupun desentralisasi merupakan 
metode-metode dalam pendistribusian kekuasaan pemerintah atas dasar 
wilayah-wilayah tertentu. Dekonsentrasi menimbulkan wilayah 
administrasi sedangkan Desentralisasi menciptakan daerah otonom. 
(Bhenyamin Hoessein, 2009:59-60) 
 Tentang desentralisasi, I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa 
desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan (spreading van 
bevoegheid) tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan (scheiding 
van machten) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan 
pemerintah negara antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi 
senantiasa berkaitan dengan kemandirian. Lebih luas lagi, I Gede Pantja 
Astawa menjelaskan bahewa selain efisiensi, efektifitas, dan demokrasi, 
implementasi otonomi daerah juga didorong adanya upaya mewujudkan 
sistem negara kesejahteraan dan keseimbangan budaya. Lebih lanjut I 
Gede Pantja Astawa mengatakan bahwa terdapat dasar pemilihan sistem 
ekonomi  dalam negara kesatuan; pertama, dorongan efisiensi dan 
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efektifitas pengaturan (regelen) dan penyelenggaraan (bestururen) 
pemerintahan. Kedua, sebagai pelaksanaan sistem negara kesejahteraan 
(welfare state). Ketiga, bagian dari proses demokratisasi penyelenggaraan 
pemerintahan. Keempat, cara memelihara keseimbangan budaya dan 
sejarah pemerintahan yang telah ada.( I Gede Pantja Astawa:2008) 
 Lebih lanjut dari penjabaran / penjalasan desentralisasi ada pada 
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yaitu Desentralisasi adalah penyerahan urusan 
pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom 
berdasarkan asas otonomi. Untuk asas otonomi dijelaskan pula dalam 
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yaitu Asas Otonomi adalah prinsip dasar 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 
 Keberagaman serta kemajemukan suatu bangsa akan segala adat 
istiadat serta kebiasaan yang ada di dalam suatu daerah di Negara 
Republik Indonesia, membuat / menjadikan sistem desentralisasi menjadi 
suatu keharusan yang harus dilakukan agar terciptanya pelaksanaan 
pelayanan kepada masyarakat menajdi lebih efisien, akurat serta tepat 
sasaran. Luasnya wilayah antar daerah di Negara Republik Indonesia 
membuat susahnya pemerintah pusat dalam melaksanakan kewajibannya 
di daerah selain karena sulit dijangkau lebih lagi adanya perbedaan 
pandangan akan setiap hal karena di Indonesia terdapat banyak suku 
bangsa serta adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda. 
 Krister Andersson (2009 : 1) berpendapat bahwa: 
 Devolving more power and responsibility to the local level can 
improve the quality of governance by increasing the accountability of 
politician to voters and putting decisions in the hand of people with 
greater knowledge of local problem. In recent decades, many countries 
in the world have accepted this logic and adopted decentralizing world 
have accepted this logic and adopted decentralizing reforms ( Devolusi 
kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih ke tingkat lokal dapat 
meningkatkan kualitas pemerintahan dengan meningkatkan akuntabilitas 
politisi kepada para pemilih dan meletakkan keputusan di tangan orang-
orang yang memiliki pengetahuan lebih besar pada permasalahan lokal. 
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Dalam dekade ini, banyak negara di dunia telah menerima logika ini dan 
mengadopsi reformasi desentralisasi.) 
 
Pendapat Krister Andersson memberikan penjelasan bahwa Politik 
serta pembentukan kekuasaan yang terpusat memiliki beban yang sangat 
berat dalam mengayomi masyarakat karena membutuhkan teknis yang 
lebih sulit serta rumit untuk memberikan aspirasi kepada pemerintahan 
pusat, karena akan timbul permasalahan yang disebabkan oleh proses 
penyampaian aspirasi tersebut dan pengetahuan yang lebih akan menjadi 
faktor yang mempermudah seseorang dalam menerima serta mengolah 
hingga mengaplikasikannya kembali ke dalam masyarakat. 
2) Tinjauan tentang Otonomi Daerah 
 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah memberikan suatu pengertian bahwa Otonomi 
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 Otonomi daerah dapat dilihat secara vertikal yaitu melihat 
kekuasaan negara menurut tingkatannya. Carl J. Friederich 
menyebutkannya dengan pembagian kekuasaan secara teritorial atau oleh 
Arthur Maass disebut areal Division of power. Menurut Arthir Maass, 
areal division of power selalu dikaitkan dengan nilai-nilai dasar 
komunitas. Hakikat dari areal division of power adalah pertama sebagai 
sarana untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Kedua, meliputi berbagai 
cara untuk membagi kekuasaan pemerintahan menurut wilayah. Ketiga, 
penerapannya dapat di negara kesatuan ataupun negara federal. 
 Berkaitan dengan penerapan pembagian kekuasaan di negara 
secara vertikal, Sri Soemantri berpendapat bahwa dalam negara serikat 
terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dan 
pemerintah negara-negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur 
dalam konstitusinya. Hal demikian berbeda dengan negara yang 
berbentuk kesatuan dimana pada asasnya seluruh kekuasaan dalam 
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negara berada di tangan pemerintah pusat walaupun ada kemungkinan 
mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak 
diatur dalam konstitusi. Lain halnya dengan negara kesatuan yang 
bersistem desentralisasi. Daam konstitusinya terdapat ketentuan 
mengenai pemencara kekuasaan tersebut (Desentralisasi). 
 Kedaulatan pemerintah dalam suatu negara yang berbentuk 
kesatuan dapat di selenggarakan dengan cara terhimpun / ditumpuk 
(Gatherd) secara sentralisasi (Centralized), sehingga segala urusan dalam 
negara terletak di tangan pemerintah pusat (Central Goverment), dan 
semua kewenangan pemrintah dilakukan oleh satu pusat pemerintahan 
(Single Centralized Goverment), atau oleh pusat bersama-sama dengan 
organnya yang berada / di pencarkan di daerah-daerah. Penyelenggarakan 
pemerintahan yang dipencarkan di daerah-daerah dilakukan sebagai 
akibat dari tuntutan demokrasi, efisiensi dan efektivitas pemerintahan. 
Pelaksanaan pemerintahan itu didasarkan pada asas dekonsentrasi dan 
desentralisasi. Baik dekonsentrasi maupun desentralisasi merupakan 
metode-metode dalam pendistribusian kekuasaan pemerintahan atas 
dasar wilayah-wilayah tertentu. Dekonsentrasi menimbulkan wilayah 
administrasi sedangkan desentralisasi menciptakan daerah otonom. 
(Imam Soebechi, 2012:39-40) 
 Otonomi Daerah merupakan suatu langkah awal menuju 
pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi 
dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di 
daerah dengan tidak meninggalkan aturan-aturan perundang-undangan 
yang berlaku. Asas yang menjai prinsip dasar otonomi daerah adalah 
otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan 
aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap 
memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas 
tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat memang 
menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan pada 
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saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan 
adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah. (Ana Prihatiningsih, 2010:1) 
 Sejarah otonomi di Indonesia mencatat terjadi pergeseran 
hubungan pusat dan daerah. Masalah desentralisasi serta hubungan pusat 
dan daerah di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebelum kemerdekaan, 
desentralisasi pernah diberlakukan pada masa pemerintahan hindia 
belanda berdasarkan Decentralisatie Wet 1903 (yang nama lengkapnya 
adalah Wet Houdende desentralisatie van Het Bestuur in Nederlands 
Indie). Pasal 68a, 68b dan 68c Decentralisatie Wet 1903 mengatur sejauh 
mungkin sejumlah dana disisihkan untuk dipakai sebagai dana sendiri 
oleh suatu daerah (gewest) atau suatu bagia dari suatu daerah (gedeelte 
van gewest) dan bahkan dewan-dewan daerah stempat akan dibentuk. 
Pengurusan keuangan dan pengaturan pembelanjaannya akan diserahkan 
seleluasanya kepada suatu raad di daerah atau di suatu bagian daerah. 
Raad berwenang mengajukan apapun yang berkaitan dengan daerahnya 
kepada gubernur jenderal. Raad juga berwenang memunggut pajak untuk 
mendapatkan sumber keuangannya sendiri di bawah pengawasan 
Gubernur Jenderal. 
 Keteraturan sistem pemerintahan yang seharusnya dapat di 
terapkan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban akan 
menghasilkan suatu tatanan sistem yang akan mengarah pada wujud 
terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah khusunya di daerah desa. 
Kepentingan-kepentingan politik menjadi suatu kendala dalam 
pelaksanakan otonomi daerah yang mengacu pada asas-asas Good 
Governence menjadi suatu halangan bagi kepala pemerintahan daerah 
maupun kepala pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa. 
3) Tinjauan tentang Desa 
 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
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urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, hal ini seperti yang terjelaskan dalam Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya 
masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia 
terbentuk. Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia telah 
mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari 
Republik Indonesia sendiri. Sebelum masa kolonial, di berbagai daerah 
telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau 
daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola 
pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan 
berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk 
gugus atau kesatuan pemukiman. (Wahyudin Sumpeno, 2011 : 2) 
Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah 
aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah 
desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 
kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan 
kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung 
(Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau 
jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain 
misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun 
di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, 
Hukum Tua di Sulawesi Utara. 
Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut 
dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah 
nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, 
Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala 
istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan 
karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu 
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pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat 
istiadat setempat. (https://id.wikipedia.org/wiki/Desa diakses pada 
tanggal 11 – 4 – 2016, 19.02 WIB) 
Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, 
tradisionalis, dan kolot, namun sebenarnya desa mempuyai keluhuran 
dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi 
yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki 
sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. 
Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh 
pemerintah. Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepenti-ngan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat 
yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 
Kabupaten, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam persepktif 
sosiologis, desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu 
dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak 
homogen, dan banyak tergantung pada alam. (Misbahul Anwar,2012) 
4) Tinjauan tentang Pemerintah desa 
 Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sedangkan Pemerintah Desa adalah terdiri 
atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat 
desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Penjabaran ini 
terdapat dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa. Sementara itu di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-
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undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di jelaskan pula bahwa Badan 
Pemusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. Tersirat dari berbagai pengertian 
diatas, maka dapat dibedakan antara Pemerintahan desa dan Pemrintah 
desa yaitu Pemerintahan Desa dapat diakitkan dengan tugas dan 
kewenangan sedangkan Pemerintah Desa dapat dikaitkan dengan aparat 
yang melakukan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya 
melalui Undang-Undang. 
 Pengaturan tentang Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan 
Desa telah di perkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa, maka dengan ini diharapkan Kepala Desa 
bersama dengan Lembaga Desa dalam hal ini adalah BPD (Badan 
Pemusyawaratan Desa) bersama-sama akan mengeluarkan kebijakan-
kebijakan yang sesuai dengan masalah-masalah yang timbul dalam 
masyarakat desa serta dapat memberikan akses kepada lembaga-lembaga 
dibawah Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakat 
diwilahnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa, yaitu: 
Pengaturan Desa bertujuan : 
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada 
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan 
bagi seluruh rakyat Indonesia; 
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat 
Desa; 
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 
pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama; 
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e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, 
terbuka, serta bertanggung jawab; 
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya mesyarakat Desa guna 
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan 
sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 
kesenjangan pembangunan nasional; dan 
i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 
Penjelasan dari Pasal 4 tersebut secara terbuka memberikan suatu 
pemahaman yang mendalam bahwa Pemerintah Desa bersama Badan 
Pemusyawaratan Desa dituntut untuk secara individual memiliki 
kemampuan akan Intelektual yang tinggi, Pemahaman permasalah dalam 
wilayahnya yang baik agar dapat memberikan pemecahan masalah yang 
tepat serta kemampuan untuk pelayanan dan pelindungan hak-hak 
masyarakat desa di wilayahnya agar tidak terjadi kesenjangan antar 
masyarakat. 
5) Tinjauan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 
 Penjelasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara 
singkat terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah nomor 43 
tahun 2014 yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa. Lebih lanjut lagi dalam angka 9 dijelaskan pula bahwa Alokasi 
Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang 
diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam 
angka 11 terdapat penjelasan bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa 
yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah, sementara itu Barang 
milik desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan 
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barang tidak bergerak sesuai dengan penjelasan pada angka 12 Peraturan 
Pemerintahan nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Selanjutnya tentang 
tata cara penggunaan dan pengelolaan APB Desa tercantum dalam Pasal 
90 hingga Pasal 102 Peraturan Pemerintahan nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. 
 Tentang tata cara pengajuan rancangan peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di usulkan oleh Kepala 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah diatur dalam Pasal 101 
dan Pasal 102 Peraturan Pemerintahan nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa yang berbunyi: 
Pasal 101 
(1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama 
oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling 
lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
(2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada 
bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 
(tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 
(3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan 
peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan 
lain. 
(4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 
tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. 
Pasal 102 
(1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 
provinsi. 
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(2) Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi 
hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta 
bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja daerah kabupaten/kota. 
(3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala 
Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan 
umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara 
disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat 
daerah. 
(4) Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan 
rancangan APB Desa. 
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) merupakan 
bagian integral dariperangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga 
desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan 
kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, 
swasta maupun masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan salah satu inti 
pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah 
daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar 
prakarsa, kreativitas dan adanya dorongan atau landasan demokrasi, 
kesetaraan dan keadilan. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang 
desa sebagai kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional 
dan berada di dalam wilayah kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, desa 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat 
setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan 
keuangan. 
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 Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong 
peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat 
dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem 
pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, 
kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. 
Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten 
tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional 
hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran 
pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada 
masyarakat desa. (Wahjudin Sumpeno,2012 : 211) 
APB-Desa pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan 
pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-
sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. 
Melalui APB-Desa, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat 
menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang 
harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan. Secara rinci manfaat penyusunan APB-Desa diantaranya: 
a.  APB-Desa sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam 
menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan 
ketersediaan dana pendukung. 
b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang 
dibebankan kepada masyarakat secara proporsonal. 
c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di 
luar pendapatan asli desa,seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain. 
d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk 
menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan. 
e.  Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa 
sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh 
kegiatan pemerintahan desa. 
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f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa 
setiap tahun anggaran. 
g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa 
dalam mewujudkan Good Governance. 
h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan 
pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif. 
(Wahjudin Sumpeno.2012 : 214-215) 
 
 
6) Tinjauan tentang Sumber Daya Alam 
 Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu 
yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya 
komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi 
juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis 
logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan 
populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada 
era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus 
berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. 
Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan 
manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan 
beberapa negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Maroko, dan 
berbagai negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau 
nonhayati yang sangat berlimpah. Sebagai contoh, negara di kawasan 
Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga dari 
yang ada di dunia dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa 
fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan 
sumber daya alam ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan 
ekonomi di negara-negara tersebut. 
 Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat 
digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat 
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diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang 
dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. 
Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air 
adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya 
sangat berlimpah di alam, penggunannya harus tetap dibatasi dan dijaga 
untuk dapat terus berkelanjutan. SDA tak dapat diperbaharui adalah 
SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaanya lebih cepat 
daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-
menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan 
tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang 
sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat 
terbatas., minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-
sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama 
dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam diakses pada 
tanggal11 – 4 – 2016, 20 : 49 WIB) 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undang – Undang nomor 6 tahun 2014  
Tentang Desa 
Pemerintahan Pusat 
Pemerintah Desa 
Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 
Kemampuan Pemerintah Desa Durenan  dalam 
pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan 
dan belanja desa dibidang sumber daya alam 
ditinjau dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 
tentang desa 
Peraturan 
Perundang-
undangan 
Teori Good 
Governance 
Faktor penghambat yang ada dalam 
pengelolaan anggaran pendapatan dan 
belanja desa di bidang sumber daya alam 
yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa 
Durenan 
Wawancara 
Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 
Peraturan 
Perundang-
undangan 
Teori Good 
Governance 
Wawancara 
30 
 
 
Penjelasan Kerangka Pemikiran 
 Kerangka pemikiran di atas menjelaskan alur pemikiran penulis dalam 
menggambarkan dan menemukan jawaban atas penelitian hukum, yaitu mengenai 
kemampuan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapan dan Belanja 
Desa nila dilihat dari prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. 
Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan aturan 
Perundang-undangan yang di keluarkan oleh Pemerintahan Pusat untuk dijadikan 
sebagai patokan menjalakan tugas dan wewenang Pemerintah Desa di masing-
masing wilayah desa yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Penulisan ini lebih menyoroti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa terkhusus dalam 
bidang Sumber Daya Alam karena di Desa terdpat banyak sekali Sumber Daya 
Alam yang dapat menjadi sumber potensi ekonomi bagi masyarakat Desa. 
Pembahasan mengenai kebijakan dibidang apakah penulis kerucutkan / persempit 
lagi yaitu dalam bidang sumber daya alam yang terdapat dalam desa tersebut. 
Penulis dalam penilitan ini menyoroti bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah desa apakah sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam 
Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan jika telah sesuai apakah 
kepala desa beserta aparat desa mampu atau tidak dalam pengelolaan APBDes 
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk proses kegiatan pngembangan serta 
pertumbuhan sosial di wilayah Desa tersebut. Penulis mengambil studi lapangan 
di Desa Durenan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur 
karena di Desa tersebut kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
di wilayah Desa tersebut masih melimpah namun bila melihat dari peran kerja 
Pemerintahan Desanya masih memiliki kekurangan dalam peran sertanya serta 
dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya. 
 Semua batasan-batasan yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan 
pemerintahan di Desa harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 
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2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa.Setelah penulis dapat menarik jawaban apakah kepala desa dan aparat desa 
yang terhimpun dalam Pemerintah Desa mampu atau tidak mampu dalam 
pengelolaan APBDes yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk proses kegiatan 
pngembangan serta pertumbuhan sosial di wilayah Desa tersebut maka penulis 
akan memberikan Simpulan dan Saran bagaimana dan apa sajakah kebijakan 
Pemerintahan yang lebih tinggi yang seharusnya diambil agar tujuan utama dari 
diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat 
terwujud.  
 Melalui Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan 
Pemerintah nomor 47 tahun 2015  tentang Paraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dijadikan pedoman untuk meneliti dan 
menganalisa tentang kemampuan Pemerintah Desa Durenan dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya terkhusus pada penggunaan dan pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa dibidang Sumber Daya Alam. Selain itu digunakan 
juga Teori Good Governence dan Wawancara kepada Kepala Desa, Aparatur 
Desa, Badan Pemusyawaratan Desa dan warga / masyarakat desa untuk diambil 
suatu hipotesa sementara dalam menjawab isu hukum yang berkembang di Desa 
Durenan Tersebut. Maka untuk menjawab sementara isu hukum tersebut akan 
dilakukan pendekatan teori dari Good Gevernence dan wawancara dengan pihak-
pihak yang memiliki tugas dan wewenang yang sesuai dari permasalahan diatas. 
 Permasalahan pertama, Bagaimana kemampuan Pemerintah Desa Durenan  
dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa 
dibidang sumber daya alam ditinjau dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 
tentang desa? dilakukan pengumpulan data untuk mendapatkan suatu analisa yang 
sesuai maka akan menganalisa dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Negara Indonesia khususnya pada hal-hal yang sesuai dengan rumusan 
masalah dalam penelitian ini. Disamping menggunakan peraturan perundang-
undangan sebagai parameternya maka untuk mempertegas lagi akan dilakukan 
analisa ditinjau dari teori Good Governance. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEM BAHASAN 
A. Kemampuan Pemerintah Desa Durenan Dalam Pengelolaan Dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dibidang Sumber 
Daya Alam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa 
1. Gambaran umum Sumber Daya Alam Di Desa Durenan 
Desa Durenan terletak di Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan 
Propinsi Jawa Timur. Desa ini berjarak kurang lebih 17 Kilometer dari 
pusat kota Magetan dengan batas batas sebagai berikut: 
- Sebelah Utara : Berbatasan langsung dengan desa Nitikan 
- Sebelah Timur: Berbatasan langsung dengan desa Buluharjo 
- Sebelah Selatan: Berbatasan langsung dengan gudang peluru 
Angkatan Udara Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur 
- Sebelah Barat: Berbatasan langsung dengan desa Sidomukti 
Komoditi utama dari mata pencaharian masyarakat di desa 
Durenan ini adalah Bambu dan Ketela Pohon namun sebagian warga dari 
desa Durenan ini adalah menjadi Petani dan Peternak Ayam dan Sapi. 
Sektor pertanian dan peternakan menjadi sumber utama selain dari 
pendapatan yang berasal dari komoditi Bambu dan Ketela pohon, maka di 
desa Durenan akan ditemui banyak lahan pertanian dan kandang-kandang 
hewan ternak milik masyarakat di desa Durenan. Penjelasan akan jenis-
jenis sumber daya alam yang ada di desa Durenan Kecamatan Sidorejo 
Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 
a. Bambu 
Masyarakat Desa Durenan sangat akrab dengan tanaman liar 
bambu yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi suatu anyaman yang 
memiliki harga tinggi bila dimodifikasi dengan benar dan sekreatif 
mungkin serta disisi lain bambu sendiri memiliki fungsi kegunaan yang 
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dapat dijadikan penyangga tiang rumah atau pasak dalam patok-patok 
yang digunakan oleh masyarakat di desa durenan. 
Hingga dengan saat ini bambu sangat dibutuhkan oleh manusia 
untuk dijadikan anyaman berbentuk Caping, Keranjang atau bahkan 
dibentuk untuk menjadi penutup tenda sederhana yang bias menjadi 
alternatif bilamana tidak ditemukan tenda yang lebih modern. Dari hal 
ini saja fungsi kegunaan bambu sudah memiliki nilai harga yang cukup 
tinggi ditambah lagi bila dimanfaatkan dengan cara yang benar maka 
nilai dari tanaman liar bambu akan lebih tinggi lagi.  
b. Ketela Pohon 
Makanan pokok yang dapat diolah menjadi produk baru dengan 
nilai jual tinggi kebanyakan berasal dari pengolahan ketela pohon yang 
pada dasarnya tumbuhan / umbi ini tumbuh di tanah yang sangat dekat 
dengan masyarakat, maka dari itu di sekitar masyarakat desa durenan 
sangat paham akan keberadaan ketela pohon ini dan bagaimana cara 
pengelolaan ketela pohon ini agar menjadi suatu produk olahan yang 
berharga jual tinggi untuk mencukupi kesejahteraan masyarakat desa 
durenan itu sendiri. 
Ketela pohon merupakan bahan baku yang diolah menjadi 
kuliner yang biasa di kenal oleh mayarakat luas. Seperti, donat, keripik 
atau campuran untuk membuat produk olahan lainnya. Namun di desa 
durenan sendiri paling banyak ketela pohon ini diolah menjadi Donat 
dan Keripik Singkong. Penulis mengambil contoh UD. Manis Karya di 
desa Durenan yang berpayung hukum dari PNPM (Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yang telah digerakan oleh 
pemerintah daerah, telah membuat lebih dari 350 kg ketela pohon untuk 
diolah menjadi donut dan keripik singkong dalam 2 hari. Komunitas 
masyarakat yang belum paham akan pentingnya pengeloaan sumber 
daya alam yang ada di sekitarnya membuat program pemerintah desa 
terhambat dalam prakteknya untuk meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat desa sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa. 
c. Jagung 
Tanaman ini adalah salah satu tanaman pangan penghasil 
karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi 
penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan 
pokok, sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa 
daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi 
komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai 
sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai 
produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku berbagai produk 
industri. 
Dari sisi botani dan agronomi, jagung merupakan tanaman model 
yang menarik. Sejak awal abad ke-20, tanaman ini menjadi objek 
penelitian genetika yang intensif. Secara fisiologi, tanaman ini tergolong 
tanaman C4 sehingga sangat efisien memanfaatkan sinar matahari. 
Dalam kajian agronomi, tanggapan jagung yang dramatis dan khas 
terhadap kekurangan atau keracunan unsur-unsur hara penting 
menjadikan jagung sebagai tanaman percobaan fisiologi pemupukan 
yang disukai. 
Di desa Durenan sendiri pengelolaan jagung telah berhasil 
menembus pasar internasional yang dapat menaikan harga jual tanaman 
jagung itu sendiri, namun tidak terlepas dari pengelolaanya yang 
dilakukan oleh masyarakat desa Durenan untuk menjadi produk jadi 
yang berupa makanan kemasan yang bahan dasarnya jagung. Penulis 
dalam hal ini mengambil contoh UD. Tarmaji yang kesehariannya 
mengolah produk kemasan yang bahan dasarnya adalah jagung seperti 
keripik jagung dan kacang-kacangan kemasan dan berdasarkan 
wawancara penulis dengan pemilik usaha dagang tersebut bapak 
Tarmadji Suyono pemasaran produk olahan jagung ini telah sampai pada 
Jawa Tengah dan Bali dengan harga setiap kemasannya Rp. 70.000 
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rupiah hingga mencapai angka Rp. 120.000 tergantung dari jumlah dan 
jenis olahannya. Untuk payung hukum usaha dagang ini juga 
menggunakan PNPM Mandiri sebagai perlindungan hukum atas hak 
kekayaan intelektualnya dan perlindungan hukumnya. 
d. Padi 
Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam 
peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, 
padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga 
(genus) yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga 
berasal dari India atau Indocina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh 
nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM. Produksi 
padi dunia menempati urutan ketiga dari semua serealia, setelah jagung 
dan gandum. Namun, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi 
mayoritas penduduk dunia dan hasil dari pengolahan padi dinamakan 
beras. 
Di desa Durena sendiri padi dikelolala oleh koperasi yang 
bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan padi kepada masyarakat 
dan dijual belikan kepada masyarakat luas dan dalam studi lapangan 
yang di lakukan oleh penulis untuk desa durenan sendiri telah menyuplai 
kebutuhan padi sebesar 65% dari total kebutuhan pasar di kawasan 
kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Hal ini di pertegas oleh Kepala 
Koperasi Bapak Sutardi bahwa “Dalam 3 bulan kemarin 
(Juni,Juli,Agustus) koperasi Durenan sudah menyetorkan lebih dari 100 
ton padi untuk di distribusikan seKecamatan Sidorejo dan se-Kecamatan 
Plaosan untuk kebutuhan pangan masyarakat dalam program 
pemerintah untuk memperkecil anggaran dalam bidang kebutuhan 
pangan.” Dalam pernyataan berikut koperasi di desa Durenan dan 
terkhusus dalam bidang distribusi padi sudah dapat memberikan 
pengaruh positif dalam pendapatan desa Durenan sendiri untuk 
meningkatkan stabilitas ketahan pangan serta peningkatan kesejahteraan 
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masyarakat khususnya di desa Durenan, Kecamatan Sidorejo Kabupaten 
Magetan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa suatu hal yang telah 
sesuai dengan perencanaan tidak berpotensi akan lemah juga pada suatu 
saat nanti. 
Kecamatan Sidorejo di Kabupaten Magetan adalah hasil 
pemekaran wilayah pemerintahan yang dahulu termasuk dalam wilayah 
pemerintahan Kecamatan Plaosan dan telah kurang lebih 7 tahun 
menjadi wilayah otonom di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. 
Sebelumnya Desa Durenan adalah desa yang berada di wilayah 
Pemerintahan Kecamatan Palosan bersama dengan desa Nitikan, desa 
Sumberagung dan desa Buluharjo namun karena adanya pemekaran 
wilayah pemerintahan kecamatan sidorejo maka secara geologis desa 
durenan masuk dalam kepemerintahan kecamatan sidorejo. Sumber daya 
alam yang terdapat di desa durenan digunakan oleh masyarakatya 
sebagai mata pencahariannya sehari-hari seperti yang penulis nanti akan 
jelaskan secara terperinci tentang jenis-jenis sumber daya alam yang ada 
di desa Durenan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Provinsi 
Jawa Timur. 
2. Pengaturan pengelolaan sumber daya alam ditinjau dari Peraturan 
Perundang-undangan 
a. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 
menjelaskan bahwa Setiap wilayah daerah di Indonesia adalah daerah 
otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan 
pada asas desentralisasi dan satuan pemerintahan tingkat daerah menurut 
UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang 
dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan 
negara serta pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan 
diselenggarakan dengan memandang mengingati hak-hak dan asal-usul 
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dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Maka dalam 
pelaksanaannya Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan dalam 
mengelola serta mengatur segal sesuatu yang timbul, berkembang serta 
hasil dari segala proses yang bersumber di wilayah desa tersebut dengan 
tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan yang telah 
ditetapkan secara nasional maupun terkhusus pada wilayah desa itu 
sendiri. 
Pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Maka segela 
bentuk sumber daya alam /  potensi alam yang ada di desa Durenan 
merupakan kewajiban untuk Pemerintah desa Durenan dalam mengelola 
dan menjadikan sumber pendapatan desa untuk dipergunakan dalam 
kemakmuran rakyat sesuai dengan paraturan perundang-undangan. 
b. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa “Pembangunan Desa adalah 
upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar 
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Lalu dilanjutkan dengan 
angka 9 bahwa “Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam 
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.” 
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 diatas telah dijelaskan bahwa 
Desa dibentuk untuk memberikan peluang kepada pemerintah desa 
dalam menaikan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa yang 
memiliki keterbatasan dalam berupaya menaikan kesejahteraan 
hidupnya. Ketentuan ini dibentuk atas semangat pembangunan nasional 
yang menyeluruh hingga mencapai masyarakat desa. Dilanjutkan pula 
dengan penjelasan bahwa kawasan pedesaan adalah kawasan dengan 
mata pencahariaan utama warganya adalah bertani atau dalam sektor 
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam yang keseluruhannya 
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diatur dan dikelola oleh pemerintah desa yang dalam hal ini dipegang 
oleh kepala desa dan aparatur desa termasuk kepala dusun disetiap 
wilayah desa tersebut. 
“Governance is a multi-faceted concept encompassing all 
aspects of the exercise of authority through formal and informal 
institution in the management of the resource endowment of a state. The 
quality of governance is thus determined by the impact of this exercise of 
power on the quality of life enjoyed by its citizens.” (Jeff Huther : 1998) 
“Pemerintahan adalah sebuah konsep yang beraneka ragam 
mencakup semua aspek dari pelaksanaan otoritas melalui lembaga 
formal dan informal dalam pengelolaan abadi sumber negara. Kualitas 
tata kelola dengan demikian ditentukan oleh dampak penerapan 
kekuasaan ini pada kualitas hidup yang dinikmati oleh warga 
Negaranya” 
Pasal 26 ayat (2) huruf h menjelaskan bahwa “Kepala desa 
memiliki tugas untuk membina dan meningkatkan perekonomian Desa 
serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.” 
Dalam pasal ini sudah dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Desa 
dituntut untuk dapat mengatur dan mngelola sumber-sumber pendapatan 
yang berasal dari desa agar dapat di pergunakan untuk kemakmuran 
warganya dan disisi lain kepala desa juga dituntut untuk dapat 
menguasai setiap sektor komoditi utama di desa tersebut untuk 
tercapainya amanat dari undang-undang. 
Pasal 78 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pembangunan Desa 
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.” Maka dapat disimpulkan 
bahwa pembangunan desa juga mencakup pemanfaatan sumber daya 
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alam yang ada di kawasan desa tersebut untuk digunakan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. 
Pasal 85 ayat (2) dijelaskan bahwa “Pembangunan Kawasan 
Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib 
mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia 
serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.” Hal 
ini adala untuk memberdayakan potensi sumber daya alam dan sumber 
daya manusia yang ada di dalam desa tersebut. 
Pasal 90 menjelaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa 
mendorong perkembangan BUM Desa dengan memprioritaskan BUM 
Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.” 
c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 
peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa 
.Pasal 36 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, 
menjelaskan bahwa: 
”Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan 
penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan 
desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan 
masyarakat desa adat.” 
Dalam penjelasan diatas pengertian atas kata “mutatis mutandis” 
menurut Kenneth A. Adam dalam bukunya yang berjudul A Manual of 
Style for Contract Drafting adalah:  
“When a drafter incorporates into an agreement, by reference, 
provisions contained in a separate agreement, it is sometimes necessary 
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to adjust those provisions to reflect that, for instance, the parties to one 
contract are different from the parties to the other contract” (Adams, 
Kenneth A.,2004:160) 
“Ketika sebuah konseptor menggabungkan menjadi sebuah 
perjanjian , dengan referensi , ketentuan dalam perjanjian yang terpisah 
hal ini kadang-kadang diperlukan untuk menyesuaikan orang-orang 
untuk berpikir , misalnya , pihak yang ada dalam kontrak berbeda 
pendapat dengan pihak untuk kontrak yang lain” 
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pendapat Kenneth A. Adam 
diatas maka, sudah sewajarnya bilamana seorang kepala desa dituntut 
untuk dapat melakukan pembuatan aturan-aturan yang berlaku di 
wilayah desa tersebut karena seorang kepala desa dianggap sebagai 
orang yang paling mengerti atas wilayah desanya tersebut.  
 Pasal 121 menjelaskan bahwa Pelaksanaan pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta 
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. 
 Pasal 127 ayat (2) hurf b menjelaskan bahwa Pemberdayaan 
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara 
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan 
sumber daya alam yang ada di Desa 
d. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang 
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 
peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa 
Pasal 1 angka 7 PP nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan PP 
nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 
tahun 2014 tentang desa di jelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, 
selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
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langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna 
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
  
3. Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Desa Durenan 
Lampiran 1 peraturan Desa durenan perihal Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Durenan tahun 2016, Penulis 
menemukan sebuah nominal angka untuk pengembangan lahan 
pertanian desa Durenan dengan nilai nominal angka Rp. 438.998.900 
(empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus Sembilan puluh 
delapan ribu Sembilan ratus rupiah) seperti yang tertulis dengan kode 
rekening 123 pada Lampiran 1 peraturan Desa Durenan, namun dalam 
penyerapan APBDes (Anggaran Pendapat dan Belanja Desa) Durenan 
tahun anggaran 2016 pada tahap 1 di semester II hanya di alkoasikan 
tidak lebih dari anggaran yang telah disiapkan yaitu hanya Rp. 
376.509.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus Sembilan ribu 
rupiah) namun sesuai dengan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran 
Pendapatn dan Belanja Desa pada semester II tidak hanya terfokus 
pada bidang pertanian dan peternakan namun mencakup segala bidang 
yang ada di desa durenan. Dari fakta yang penulis kemukaan diatas bia 
diatrik suatu jawaban yang tegas bahwa penyerapan APBDes di Desa 
Durena  Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tidak / kurang 
mengenai sasaran pada bidang-bidang yang seharusnya ditujukan pada 
pertama kali pembuatan laporan APBDes pada bulan November 2015. 
 Melihat ketentuan peraturan Pemerintah diatas sudah 
seharusnya desa Durenan dengan segala potensi alam yang ada 
memilki satu BUM Desa yang dapat mengelola segala bentuk hasil 
kekayaan alam yang sangat potensial di desa tersebut, namun dalam 
APBDes tahun anggaran 2016 penulis tidak menemukan anggran yang 
ditujukan kepada pembentukan BUM Desa atau untuk pemeliharaan 
BUM Desa yang telah ada, dari melihat satu data yang penulis 
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dapatkan penulis membuat suatu hipotesis bahwa Kepala Desa Desa 
Durenan Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan belum berfikir 
untuk pengelolaan dengan sistem terstruktur satu pintu dengan 
pembentukan BUM Desa agar mempermudah petani maupun warga 
yang ingin memperoleh kemudahan dalam menikmati hasil panen di 
desa Durenan tersebut. Tidak puas akan pendapatan fakta dari satu sisi, 
penulis menemui sekretaris desa Durenan yang bernama Wahyudi dari 
beliau berpendapat bahwa “Kepala Desa Durenan Bapak Marno 
kurang paham akan setiap jalan yang harus ditempuh untuk 
pembuatan BUM desa karena masih memikirkan permasalahan yang 
timbul dari kegiatan sehari-hari beliau dalam menjalankan tugasnya 
sebagai kepala desa” tersirat bahwa dalam pendapat yang di keluarkan 
oleh Bapak Wahyudi sebagai Sekeretaris Desa, Kepala Desa Durenan 
yang saat ini telah menjabat selama 3 tahun belum mampu 
mengoptimalkan segala sumber daya alam dan dana yang telah di 
persiapkan oleh pemerintah daerah kepada desa yang menjadi 
tanggung jawabnya, ditambah lagi dengan tekanan-tekanan yang 
menghambat kinerja seorang kepala desa.  Peraturan perundang-
undangan yang telah dijelaskan sebagai berikut: 
Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 
tentang pelaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa  
(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:  
a. sistem organisasi masyarakat adat;  
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;  
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;  
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan  
e. pengembangan peran masyarakat Desa.  
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(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:  
a. pengelolaan tambatan perahu;  
b. pengelolaan pasar Desa;  
c. pengelolaan tempat pemandian umum;  
d. pengelolaan jaringan irigasi;  
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;  
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos 
pelayanan terpadu;  
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;  
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;  
i. pengelolaan embung Desa;  
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan 
k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.  
 
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan jenis kewenangan 
Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 
Ayat 1 telah jelas diterangkan bahwa kepala desa memiliki 
kewenangan untuk Pembinaan kelembagaan Masyarakat di huruf b dan 
pembinaan lembaga dan hukum adat di huruf c, namun dalam lampiran 
1 Peraturan Desa Durenan perihal APBDes tidak ditemukan 
permohonan anggaran unutk melakukan kegiatan yang sesuai dengan 
amanat Undang-Undang di Pasal 34 ayat (1) huruf b dan c Peraturan 
Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanakan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Sebagai warga Negara 
yang sadar akan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum 
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) maka Kepala Desa 
Durenan sudah dapat dinyatakan pelanggaran atas tidak dijalankannya 
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amanat dari peraturan perundang-undangan. Untuk lebih meyakinkan 
atas temuan ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Kadiman 
sebagai Kepala Dusun Waduk, beliau memberikan pendapat bahwa 
“Dalam melakukan kegiatan kelembagaan, pak kepala desa dengan 
jajarannya hanya melakukan rapat dengan perwakilan warga dan 
semua kepala dusun untuk menemukan titik terang atas sebuah 
permasalahan yang sedang terjadi, namun untuk menentukan jalan 
mana yang akan diambil dalam proses perencanaan kita hampir tidak 
banyak mengetahui” menurut penulis, pendapat bapak Kadiman 
tersebut memberikan suatu informasi bahwa sebagai kepala dusun 
mereka ingin mengerti atas apa yang sedang dilakukan oleh kepala 
desa sebagai pucuk pimpinan di desa dalam memajukan desa Durenan 
tersebut. 
Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Bumi dan Air serta kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di kelola 
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) 
pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945  tidak 
selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk 
kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta 
memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas 
kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Sudah jelas bahwa segala bentuk kekayaan alam yang ada di 
Desa Durenan ini adalah tanggung jawab dari Pemerintahan desa 
Durenan dalam melindungi, Mengelola dan Melakukan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari kekayaan alam yang 
ada di Desa Durenan tersebut. 
Demokrasi ekonomi yang sesuai dengan asas-asas yang 
terkandung dalam UUD Tahun 1945 pada hakekatnya memberikan 
kehidupan yang layak terhadap semua warga negara, dalam hal ini 
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contohnya adalah Pengawasan oleh rakyat atas pengelolaan dan 
penggunaan keuangan negara dan koperasi serta pengakuan atas hak 
kepemilikian perorangan. Tidak pula melupakan peran serta 
pemerintah dalam yang bersifat Pembinaan, Perlindungan, Pemberian 
arah dan tujuan atas pembentukan suatu peraturan.  
Kemampuan Pemerintah Desa Durenan dalam  pengelolaan 
Sumber Daya Alam di wilayahnya dapat dinilai kurang dapat 
memuaskan karena hasil dari wawancara bersama salah satu warga di 
Dusun Watugarit Desa Durenan yang bernama bapak Sutikno 
mengatakan bahwa “Pengelolaan dan pemasukan kas desa di Desa 
Durenan selalu tidak seimbang dengan usaha ataupun perlakuan yang 
telah diserahkan oleh warga kepada kantor desa, sebagai contoh 
dalam permintaan bibit jagung dan padi yang sepenuhnya dikelola 
oleh koperasi terkadang kualitas dan hasil panen menjadi jelek 
padahal sebelumnya petani telah merogoh modal cukup mahal dalam 
mendapatkan bibit jagung dan padi tersebut.” Tersirat bahwa koperasi 
di Desa Durenan memiliki potensi yang cukup besar dalam meraup 
keuntungan atas pengelolaan jagung dan padi namun di sisi lain 
terdapat kepentingan oknum tersendiri yang ingin meraup keuntungan 
pribadi dalam pendistribusian bibit jagung dan padi tersebut. 
Penulis dalam melakukan studi lapangan menemukan suatu 
fakta yang tidak dapat diperkirakan yaitu tentang penyaluran obat 
hama untuk pembasmian hama wereng yang tidak dikelola oleh 
koperasi desa namun dikelola oleh perorangan yang masuk langsung 
bertemu petani. Hal ini sangat melanggar paraturan desa durenan 
nomor 5 tahun  2013 tentang Koperasi Usaha Desa  yang salah satu 
pointnya adalah melakukan monopoli harga dan distibusi di wilayah 
Desa Durenan. Setelah penulis mengkonfirmasi kepada Kepala Dusun 
Cigrok Bapak Sugiyono Manyur alias Suparno, ternyata telah 
dibenarkan bahwa “Memang ada transaksi jual beli obat pembasmi 
hama wereng yang dilakukan oleh petani langsung kepada oknum 
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yang datang tanpa melalui KUD dikarenakan KUD dapat meberikan 
harga yang jauh sangat tinggi dari harga yang ditawarkan oleh oknum 
tersebut” 
Contoh lain yang penulis temukan saat melakukan studi 
lapangan di Desa Durenan, penulis menemukan fakta bahwa dalam 
pengelolaan lahan-lahan persawahan yang digunakan sebagai mata 
pencaharian masyarakat di sekitar Desa Durenan itu selalu 
mendapatkan Intervensi dalam proses panen baik itu produk tumbuhan 
padi maupun tumbuhan jagung, dikarenakan lemahnya pengawasan 
oleh pihak-pihak yang berwenang yang telah ditunjuk oleh pemerintah 
desa Durenan yang secara khusu bertugas untuk memantau proses 
panen padi dan jagung tersebut. Hal ini terbukti dari hasil wawancara 
penulis dengan Bapak Fajar Gunawan sebagai salah satu petani di 
sawah di kawasan dusun watugarit, beliau menuturkan bahwa “Saat 
musim panen tiba para petani tidak dapat menyetorkan hasil panenya 
langsung kepada KUD karena adanya standarisasi dari KUD untuk 
hasil panen yang dapat dimasukan dalam daftar inventaris KUD dan 
terkadang standarisasi tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk 
diterapkan, maka dari itu terkandang petani memilih untuk melakukan 
penjualan secara langsung kepada tengkulak yang berani untuk 
membeli hasil panen tersebut dengan harga yang lebih tinggi, 
ditambah lagi dengan ancaman gagal panen yang sering kali terjadi 
menjadikan petani memiliki rencana sampingan untuk tetap bisa 
meraup untung saat musim panen tiba”. Hal ini membuktikan bahwa 
selama ini petani tidak dapat secara langsung menyetorkan hasil 
panennya kepada KUD yang dasar pembentukan KUD tersebut adalah 
untuk memudahkan petani dalam melakukan penyetoran hasil 
panennya kepada pembeli tanpa harus melewati tengkulak yang dapat 
menjadikan harga pasar semakin tinggi. Menurut peraturan desa 
Durenan nomor 5 tentang KUD, kewajiban KUD untuk melakukan 
penghimpunan hasil panen para petani merupakan kewajiban utama 
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KUD disamping melakukan pendistribusian bibit dan pupuk untuk 
para petani, namun hal ini seperti dikesampingkan oleh KUD dengan 
alasan untuk bisa mendapatkan hasil panen yang terbaik sehingga 
keuntungan yang didapat menjadi besar sementara para petani tidak 
mengetahui harus menyetorkan hasil panennya kemana. 
Pengamatan penulis berlanjut terhadap hal-hal yang 
sebenarnya membuat lemahnya peran serta KUD dalam melakukan 
kewajibannya dari melakukan kegiatan pendistribusian bibit dan pupuk 
hingga melakukan penghimpunan hasil panen petani dan pada 
akhirnya melakukan kegiatan penyaluran / pendistribusian hasil panen 
petani kepada masyarakat. Ternyata setelah penulis berwawancara 
dengan sekretaris desa Durenan Bapak Wahyudi, beliau menerangkan 
bahwa “KUD di desa Durenan memiliki keterbatasan dalam bertindak 
lebih jauh untuk melakukan kewajibannya karena dari kepala desa 
tidak dapat mengkondisikan KUD yang ada untuk menjadi lebih 
efektif, pengelolaan anggaran desa untuk sektor pertanian di Desa 
Durenan relatif cukup besar namun penerapannya yang kurang efektif 
mengingat bahwa terdapat oknum-oknum yang ikut campur dalam 
proses kegiatan pertanian di desa Durenan”, Lebih jauh lagi tentang 
siapa saja yang terlibat dalam rantai permasalahan ini bapak Wahyudi 
tidak berani untuk menjelaskannya dikarenakan adanya potensi negatif 
yang sistematif tutur beliau. Dari penuturan beliau penulis memiliki 
anggapan bahwa KUD di Desa Durenan sebenarnya memiliki sumber 
daya yang memadai dalam melakukan kewajibannya sesuai dalam 
Peraturan Desa Durenan nomor 5 tentang KUD, namun kurangnya 
pengawasan hingga dukungan dari perangkat desa lainnya yang 
memiliki keterkaitan yang cukup erat menjadikan hal-hal yang tidak 
diinginkan terjadi. 
Selain hasil bumi padi dan jagung yang penulis jabarkan 
diatas, kekayaan alam lain yang berupa olahan seperti bambu dan 
ketela pohon yang telah diolah oleh usaha-usaha dagang yang terdapat 
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di desa Durenan juga kurang mendapat pengawasan dari pemerintah 
desa, salah satu contoh usaha dagang milik bapak Suryadi Priyanto 
yaitu UD. Manis Karya meskipun telah berpayung hukum PNPM 
Mandiri namun dalam kegiatan produksi sehari-harinya kurang adanya 
dukungan dari pemerintah desa untuk dapat memasarkan hasil 
produksinya yang berupa olahan dari ketela pohon, penulis melakukan 
wawancara dengan salah satu pegawai dari usaha dagang tersebut yang 
bernama ibu Muryani, beliau menuturkan bahwa “Selama usaha 
dagang ini berdiri dan sebelum adanya PNPM Mandiri yang masuk ke 
desa Durenan, segala kegiatan produksi dan promosi dilakukan oleh 
pemilik usaha dagang ini sendiri dari mulai promosi ke Koran, Radio 
hingga melalui papan reklame yang dipasang dipinggir jalan dan 
untuk penambahan modal pemilik usaha dagang ini sering kesusahan 
dalam pengurusan administrasinya dan pernah sempat hampir gulung 
tikar karena tidak kuat melewati gagal panen, tidak hanya itu 
terkadang pemilik usaha dagang ini juga merasa dipersulit dengan 
system pengurusan perijinan yang seharusnya pemerintah desa 
membantu warganya untuk mendapatkan ijin yang resmi sehingga 
memiliki payung hukum di usaha dagangnya tersebut.” 
 Setelah melakukan penelitian lapangan di Desa Durena ini 
penulis membuat sebuah hipotesis atas kejadiankejadian yang ada 
bahwa dalam proses melakukankegiatan pemerintahan di desa 
Dureanan, bapak Sumoarno sebagai Kepala Desa kurang mengerti dan 
memahami akan tata cara dan ketentuan ketentuan yang telah diatur 
oleh Undang-Undang serta kurangnya pemahaman yang luas akan 
daerah kepemimpinannya selama menjabat sebagai kepala desa, Hal 
ini dapat terbukti bahwa setiap orang yang belum mengerti akan 
wilayahnya akan berusaha membuat sebuah penerawangan yang sangat 
kasar untuk meraba apa saja yang dapat dia lakukan dalam proses 
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kegiatannya mengerti dan memahami akan wilayahnya. (Abraham 
Lincoln:1863) 
Melihat atas semua fakta-fakta yang terjadi selama penulis 
melakukan pengamatan dan penelitian dengan system studi lapangan 
maka ditemukan berbagai kelemahan pada penerapan Undang-undang 
nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pemerintah nomor 
43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 
2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Mengutip dari sebuah pernyataan dari ahli Tata Negara Refly Harun 
bahwa “Dana desa tidak usah disalurkan ke kabupaten/kota, langsung 
saja ke rekening desa sekaligus dibentuk regulatornya. Pemerintah 
kabupaten/kota akan menjadi pengawasnya," sudah menjadi 
kewajiban bagi pemerintah desa untuk mengelola dan 
mempertanggungjawabkan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat 
dalam proses pembangunan nasional, ditambah dana itu diberikan 
untuk membuat desa menjadi lebih maju dan bersaing dalam sector 
pengelolaan sumber daya alam. 
“Using the Principle of Fairness and related criteria, we 
can analyze specific governance challenges in a Protected Areas 
context.  When this is accomplished, the principles and criteria become 
tools to help in developing an improvement strategy for governance, 
and for assessing the gap between the current and desired state of 
governance.” (Jhon Graham : 2003) 
“Menggunakan prinsip keadilan dan kriteria yang terkait, 
kita dapat menganalisis tantangan tata pemerintahan tertentu dalam 
konteks Protected Areas. Ketika hal ini dilakukan, prinsip-prinsip dan 
kriteria menjadi alat untuk membantu dalam mengembangkan strategi 
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perbaikan tata kelola, dan untuk menilai kesenjangan antara kondisi 
saat ini dan diinginkan pemerintahan.” 
Menurut pernyataan diatas maka kepala desa dituntut untuk 
selalu menganalisa akan setiap permasalahan di wilayahnya agar dapat 
ditemukan cara yang tepat untuk mengembangkan potensi di Desa 
Durenan dan menjadikannya sebagai pemasukan dalam memenuhi 
kebutuhan setiap warganya. 
4. Penerapan Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan 
Sumber Daya Alam di Desa Durenan 
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
Wilayah Kabupaten Magetan merupakan bagian dari wilayah 
Prooinsi Jawa Timur dan desa Durenan merupakan bagian dari wilayah 
Kecamatan Sidorejo yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten 
Magetan, maka secara yurisdiksi segala bentuk pengelolaan dan 
kegiatan pemerintahan di desa Durenan  Magetan merupakan wilayah 
kerja yang menjadi tanggung jawab dari Kecamatan Sidorejo 
Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur dengan daerah otonom 
Kabupaten Magetan. Hal ini telah diterapkan oleh Kepala desa dan 
Perangkat Desa bersama dengan sekretaris Kecamatan Sidorejo dengan 
lahirnya Peraturan Desa Durenan dan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja desa Durenan tahun 2016, maka dengan 
begitu amanat dari Pasal 18 Undang Undang Dasar tahun 1945 telah 
terpenuhi. 
Pengelolaan dan pemberdayaan segala bentuk macam potensi 
yang ada di desa Durenan sebagian besar telah dikelola oleh 
pemerintahan desa Durenan melalui Badan Usaha Milik Desa yang 
salah satunya adalah Koperasi Unit Desa yang mengelola dari mulai 
pendistribusian bibit padi dan penghimpunan hasil panen di sektor 
pertanian dengan komoditi padi yang ada di wilayah desa Durenan. 
Menurut Kepala Dusun Cigrok Bapak Suparno, “Lahan sawah yang 
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digunakan oleh petani di dusun cigrok masih menggunakan sewa-
pakai tanah bengkok milik kantor desa Durenan, karena bila ditelusuri 
masih banyak asset kentor desa durenan yang tanah bengkoknya tidak 
terurus maka dari itu petani-petani disini kebanyakan menggunkan 
tanah bengko tersebut dan hasilnya nanti disetorkan ke KUD 
Durenan”. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dusun 
Cigrok tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aset desa di Desa 
Durenan memang cukup banyak namun tidak dapat terurus oleh warga 
/ pihak yang dapat diperintahkan oleh kepala desa dalam mengurus 
asset-aset desa tersebut, seperti contohnya barang milik Desa yang 
berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya 
yang sah, sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 
desa Pasal 1 angka 11. 
b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
Menaikan kualitas hidup masyarakt di desa Durenan 
merupakan kewajiban Pemerintah Desa Durenan karena telah 
tercantum dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, maka dari itu penulis 
mengurut segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Desa Durenan dalam memenuhi amanat Undang-Undang. 
(1) Menurut Kepala Desa Durenan, “Kantor desa Durenan telah 
melakukan berbagai kegiatan dari mulai sosialisasi tentang 
pertanian dan peternakan hingga membantu penganggaran 
agar dapat mempermudah warga bisa melakukan kegiatannya 
sehari hari. seperti pembajakan sawah, kantor desa telah 
berkirim surat kepada kecamatan untuk disediakan alat bajak 
sawah sejumlah 10 buah, lalu kantor desa juga memberikan 
anggaran untuk kegiatan sosialisasi pemberantasan hama 
dalam musim panen di bulan agustus kemarin karena 
persiapan musim hujan. Sebenarnya kantor desa telah cukup 
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banyak membantu warga di desa durenan yang membutuhkan 
bantuan dari kantor desa” 
(2) Menurut Sekretaris Desa Durenan, “Dalam kurun waktu 4 
bulan terakhir, didesa durenan banyak sekali permasalahan 
yang terkadang membuat kepala desa tidak dapat mengambil 
jalan keluar, seperti contoh permasalahan adanya oknum 
penjual bibit langsung tanpa melalui KUD dan pembelian oleh 
orang diluar wilayah desa durenan yang merupakan pihak 
diluar Badan Usaha Milik Desa Durenan membuat kepala desa 
semakin bingung untuk menghadapinya, maka kantor desa 
membuat kegiatan sosialisasi tentang badan usaha milik desa 
dibulan mei dan juga mengundang para pengusaha yang ada 
di wilayah desa Durenan agar mengerti dan paham juga 
tentang Badan Usaha Milik desa di desa Durenan.” 
(3) Menurut Kepala Dusun Watugarit Desa Durenan “Watugarit 
adalah awilayah di desa durenan dengan jumlah peternak sapi 
6 orang, peternak ayam 5 orang dan terdapat pabrik kulit 
rumahan yang di kelola oleh bapak Karji, bisi dibilang 
watugarit adalah sektor pternakan di wilayah desa Durenan, 
penyaluran bantuan di watugarit terakhir adalah di bulan Juli 
untuk persiapan idul adha bagi peternak sapi dan bantuan 
untuk paternak ayam sudah lama tidak mendapat karena 
banyak peternak ayam yang tidak mengikuti aturan yangtelah 
dibuat oleh kepala desa, bagi peternak sapi itu merupakan 
bantuan yang sangat besar namun dirasa tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan kegiatan peternakan seperti, biaya 
pakan, air, drainase dan proses lainnya. Dari kantor desa 
biasanya memberikan penyuluhan tentang peternakan yang 
mengundang ahli dari Kabupaten Madiun. 
(4) Menurut Kepala Dusun Waduk Desa Durenan “Tanah bengkok 
memang kebanyakan ada di dusun Cigrok namun ada juga 
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yang ada di wilayah dusun waduk, tapi untuk mengelola tanah 
bengkok yang ada di dusun waduk jumlahnya sangat minim 
sekali maka saya meminta ijin kepada kepala desa untuk 
memperkejakan warga di dusun waduk dalam pengelolaan 
asset desa yang ada di wilayah dusun waduk, setelah kepala 
desa menyetujui maka saya segera membuat pengumuman 
kepada warga yang ada di dusun waduk untuk bisa ikut 
mengelola asset desa di wilayah ini.” 
(5) Menurut Lampiran 1 Peraturan Desa Durenan tentang APB 
Desa, penulis tidak menemukan kolom anggaran yang seperti 
di jelaskan oleh narasumber diatas namun di dalam penyerapan 
APB Desa terdapat nominal angka Rp. 283.859.800 (Dua ratus 
delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu 
delapan ratus rupiah) untuk bidang pembangunan desa tanpa 
terdapat rincian yang pasti kemana dana tersebut disalurkan. 
Setelah penjabaran hasil wawancara dan pengamatan penulis di desa 
Durenan tersebut penulis menyimpulkan menurut Pasal 1 angka 8 dan 
9 Undang-Undang nomor tahun 2014 tentang desa dan penjelasannya 
Pemerintahan Desa durenan belum maksimal dalam melaksanakan 
kewajibannya untuk menaikan kualitas hidup masyarakat di wilayah 
desa Durenan karena melalui Kepala Dusun di wilayah Desa Durenan 
menegaskan bahwa kepala desa belum optimal dalam bekerja. 
Secara runtut kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh 
Pemerintah Desa Durenan telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 
6 tahun 2014, namun masih banyak ditemukan kegagalan dari proses 
kegiatan yang dilakukan Kepala Desa beserta aparat Desa Durenan, hal 
ini menjadikan penilaian terhadap Kepala Desa Durenan yang penulis 
ambil dari hasil sample beberapa warga di wilayah desa Durenan 
menjadi kurang puas dengan kinerja Kepala Desa karena masih belum 
menunjukan perubahan kepemimpinan yang terasa oleh masyarakat di 
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desa Durenan Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa 
Timur. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
 
Keterbatasan pengetahuan serta pemahaman dari kepala desa 
Durenan yaitu Bapak Sumarno adalah kendala utama dari proses 
pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah desa Durenan, 
menurut Sekretaris Desa Durenan Bapak Wahyudi “Kepala Desa 
Durenan kurang paham akan potensi alam yang ada di desa Durenan 
karena beliau tidak mampu untuk melakukan riset, pengamatan hingga 
pemberdayagunaan sumber daya alam yang ada di wilayah desa 
Durenan, hal ini karena keterbatasan pengetahuan beliau dalam 
menjalankan kegiatan pemerintahan sehari-hari disamping beliau 
juga tidak dapat melepaskan penghasilan utamanya yaitu berdagang 
hewan ternak.” Pernyataan dari sekretaris desa ini sangat bersifat 
subjektif dari sudut pandang Individual maka penulis melakukan 
wawancara dengan salah satu warga di Dusun Watugarit yaitu Bapak 
Bambang untuk mendapatkan kepastian dari warga di desa Durenan, 
menurut beliau ”Sudah lama kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah desa bersifat lewat semata tanpa ada yang dapat 
dirasakan oleh warganya karena sejak bulan februari kemarin kantor 
desa hanya sibuk dengan proses penganggaran dan hingga saat ini 
(bulan September) warga belum dapat merasakan aliran dana yang 
sudah diberikan kepada Kantor Desa. Hal ini juga membuat kami 
bertanya kemanakah aliran dana yang sudah diberikan kepada kantor 
desa tersebut, karena kami melihat sama sekali tidak ada realisasi 
yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar sini.” 
 Maka penulis berkesimpulan, bila merujuk pada Peraturan 
Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 
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Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkhusus pada 
Pasal 36, Pasal 121 dan Pasal 137 maka kepala desa Durenan dapat 
dikategorikan belum maksimal dalam mengelola Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Durenan tahun 2016 diakrenakan banyaknya 
permasalahan yang timbul dalam proses pengelolaanya dan banyaknya 
keluhan yang timbul akibat kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah 
desa durenan. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Kepemilikian Badan Usama Milik Desa di Desa Durenan 
sudah diatur dalam praturan Desa Durenan yang dibuat oleh 
pemerintahan Desa Durenan yakni Kepala Desa bersama Perangkat 
Desa yang lain. Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk untuk membantu 
warga masyarakat di wilayah desa durenan agar mudah dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Menurut Kepala Dusun 
Watugarit Bapak Sudiono, “Di desa ini kurang sekali dalam 
memajukan warganya untuk bisa aktif menjalankan program-program 
desa yang telah di sosialisasikan, ini bukan karena pada individu 
setiap warganya namun kurang bergeraknya pihak dari kantor desa 
karena dilain hal adanya kepentingan pribadi pada setiap kepala 
keluarga” kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan kepala 
dusun watugarit ini adalah setiap warga memiliki kemauan untuk 
membantu pemerintah desa untuk menjalankan program-programnya 
namun juga mengharapkan adanya bentuk nyata atas implementasi 
kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar juga berguna dalam 
kehidupan sehari-hari bukan hanya warga sendiri yang di kemudikan 
untuk menjalankan program desa tersebut. Merujuk pada Pasal 1 angka 
7 PP nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan PP nomor 43 tahun 2014 
tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang 
desa, Pemerintah Desa Durenan memilki BUM Desa dalam bentuk 
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KUD yang pada tugas pokok dan fungsinya adalah menghimpun Padi 
serta menyalurkan bibit tanaman dan pupuk kepada petani namun 
menurut narasumber yang penulis wawancarai kegiatan dari KUD 
tersebut dapat dibilai kurang maksimal dan cenderung tidak aktif 
karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Desa terutama dari 
kepala desa itu sendiri.  
5. Penerapan asas Good Governance dalam pengelolaan Sumber 
Daya Alam di Desa Durenan 
Kalimat Good Governance berasal dari bahasa inggris yang 
terdiri dari dua kata yaitu, Good yang artinya Baik dan Governance 
yang artinya Pemerintahan bila disambungkan menajdi Frasa maka arti 
dari Good Governance yaitu Pemerintahan yang baik atau 
Kepemerintah yang baik atau dapat dijabarkan menjadi tata cara 
pemerintahan yang baik. Karakteristik dalam terciptanya Good 
Governance menurut United Nation Development Program (UNDP) 
tahun 1997 adalah: 
a. Partispasi (Participation) 
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 
perwakilan yang dapat menyakurkan aspirasinya. Partisipasi 
tersebut diabngun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara 
serta berpartisipasi secara konstruktif. 
Pemrintahan Desa Durenan telah melibatkan masyarakat 
dalam perumusan, perumusan hingga pada tahap pengesahan 
peraturan desa durenan serta telah menangkap segala aspirasi yang 
dikemukakan oleh masyarakat demi membangun Desa Durenan 
yang kebih baik, namun yang menjadi kendala adalah lemahnya 
kemampuan penyerapan aspirasi masyarakat sehingga berakibat 
pada kurang puasnya sebagian masyarakat dalam pembentukan 
suatu kebijakan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Warga yang 
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bernama Kasmuaji yang tinggal di dusun Durenan, beliau 
berpendapat “Kami sebagai warga memilki keinginan yang sangat 
tinggi dalam membuat hidup kami sendiri sejahtera layaknya orang 
hidup pada umunya, kami bekerja keras untuk mencari uang dan 
sebagian dari hasil kerja keras kami masih harus tertampung pada 
kantor desa demi kemajuan Desa Durenan itu sendiri, kami hanya 
minta untuk dibuatkan gubuk kecil agar kami bisa lebih nyaman 
dalam bekerja di sawah dan kami meminta untuk dihapuskan 
kewajiban untuk pembayaran bibit dan pupuk yang harganya 
sangat mahal tapi ketika beberapa hari setelah itu kami juga tetap 
saja harus membayar dan gubuk yang kami inginkan tetap tidak 
dibuatkan, beginilah kalo hanya meminta pada kepala desa yang 
susah”  
b. Kepastian Hukum (Rule of Law) 
Pemahaman dan pembentukan kerangka hukum yang adil 
dan dilaksanakan tanpa memandang siapapun individu tersebut. 
Dalam hal memastikan setiap tahap demi tahap dala proses kegiatan 
pemerintahan Desa di desa durenan telah dapat memastikan payung 
hukum atau aturan-aturan hukum yang sesuai dan relevan di setiap 
sektor. Maka sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan 
Sekretaris Desa Bapak Wahyudi maka Pemerintahan Desa Durenan 
telah dapat memastikan aturan-aturan hukum yang berlaku serta 
patuh pada peraturan perundang-undangan. 
c. Transparansi (Transparency) 
Perihal ini dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 
informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara 
langsung dan mudah didapatkan oleh mereka yang membutuhkan. 
Masyarakat di desa Durenan sendiri telah dapat mendapatkan askses 
informasi untuk setiap kebijakan yang dibuat serta memiliki 
kebebasan untuk meminta informasi langsung ke kantor desa, hal ini 
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adalah hasil wawancara Penulis dengan beberapa Kepala Dusun di 
wilayah Desa Durenan. 
d. Daya Tanggap (Resposiveness) 
Lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam 
melayani setiap warganya terutama dalam mengayomi setiap 
masyarakatnya untuk menaikan kesejahteraan masyarakat. 
Pelayanan yang lambat membuat setiap warga merasa kecewa akan 
terus menerusnya persoalan yang menumpuk namun tidak dapat 
diseleseikan oleh kepala desa beserta dengan perangkat desa yang 
lainnya, lemahnya kemampuan dari pemerintah desa dalam 
menyerap setiap aspirasi masyarakat merupakan suatu permasalahan 
yang dapat memperlambat kinerja pemerintah desa dalam melayani 
masyarakat. 
e. Berorientasi Pada Kesepakatan (Consensus Orientation) 
Berupaya untuk menjadikan setiap detail permasalahan dan 
tujuan adalah untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas dan 
tidak menimbulkan permasalahan baru pada lain waktu. Hal ini 
sudah menjadi prinsip dasar dalam menjalankan sistem 
pemerintahan desa di Desa durenan, menurut Bapak Kandar sebagai 
Ketua Keuangan di pemerintahan Desa Durenan mengungkapkan 
“setiap kesepakatan yang diajukan kepada kantor desa dalam 
bentuk proposal dan perjanjian kerja sama selalu kami sortir 
dengan teliti sehingga di kemudian hari tidak terdapat kendala 
dalam kepala desa untuk melakukan pengambilan keputusan untuk 
melaksanakan suatu program desa, namun akhir-akhir ini sering 
terjadinya silang pendapat yang menjadikan kepala desa sering 
melakukan keputusan panic beliau” 
f. Keadilan (Equity) 
Setiap Masyarakat memiliki Hak dan Kewajiban yang sama 
dalam kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan 
dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga hal ini Pemerintahan 
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Desa berkewajiban untuk mewujudkan keadilan di masyarakatnya 
tersebut. Di Desa Durenan sendiri untuk mengupayakan hal tersebut 
telah dilakukan oleh Kepala Desa dan para perangkat desa yang lain 
sebagai salah satu contohnya adalah memberikan kesempatan yang 
sama kepada setiap warga untuk mendapatkan jaminan kesehatan 
dari kantor desa melalui puskesmas di Desa Durenan itu sendiri. 
Seperti yang ungkapkan oleh Bapak Wahyudi selaku Sekretaris 
Desa Durenan ”Pada saat kemarin pembagian kartu jaminan 
kesehatan di kantor desa, itu adalah prakarsa dari Kepala Desa 
dan warga yang ingin mendapatkan jaminan kesehatannya melalui 
puskesmas yang ada di desa” 
g. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) 
Pengelolaan  sumber daya publik dilakukan secara berdaya 
guna dan berhasil guna untuk kepentingan masyarakat luas dan serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan besar dalam 
hal ini adalah kemampuan setiap sumber Daya Manusia yang akan 
melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam ini, dikarenakan 
dibutuhkan kemampuan yang lebih dalam pengelolaan sumber daya 
alam dan tidak dengan gampang dapat dilakukan oleh semua orang 
terutama dalam bidang anggaran dan pertanggungjawaban. 
Desa Durenan merupakan desa di wilayah Kabupaten 
Magetan yang memiliki bermacam sumber daya alam yang dapat 
dikelola serta digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat 
luas, sebagai contoh Padi, Ketela Pohon dan Bambu. Namun 
kemapuan Pemerintahan Desa Durenan sendiri memeiliki hambatan 
yang besar yakni kurangnya pemahaman Kepala Desa akan 
wilayahnya sehingga memberikan pandangan yang berbeda saat 
setiap permasalahan yang muncul dari cara pemerintahan desa 
mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Ditambah lagi 
kurangnya koordinasi terhadap perangkat Desa yang lain membuat 
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pengambilan keputusan menjadi sangat mentah dan tidak memiliki 
tujuan yang berarti untuk kedepannya. 
h. Akuntabilitas (Accountability) 
Pertanggung jawaban merupakan kewajiban setiap pejabat 
publik untuk memberikan laporannya dan apa saja yang telah 
dilakukan selama dirinya menjabat atau melakukan program 
tersebut, dari situlah masyarakat dapat melihat apakah program 
yang dilakukannya berhasil atau tidak atau bahkan memiliki 
kejanggalan yang seharusnya tidak ada dalam pelaksanakan 
program tersebut. Hal ini terjadi di Desa Durenan dimana menurut 
Bapak Wahyudi selaku Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa 
“Setiap kali kepala desa melakukan pengajuan permohonan dan 
dana tersebut sudah di turunkan dari Pemerintah Daerah, 
perangkat desa tidak mengetahui apapun rencana kepala desa dari 
nominal anggaran yang turun tersebut dikarenakan kepala desa 
kurang berkoordinasi terhadap perangkat desa dan pihak-pihak 
yang berkaitan langsung dengan tujuan anggaran tersebut di 
salurkan” 
i. Visi Strategik (Strategic Vision) 
Penyelenggara Pemerintah bersama dengan masyarakat harus 
memilki visi yang jauh ke depan demi terwujudnya kesejahteraan 
dan kenaikan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat di sekitar 
wilayah desa durenan, hal ini terwujud dengan kerja saa konkret 
antara kantor desa durenan dengan masyarakat Desa Durenan dalam 
membuat dan membentuk wilayah Desa Durenan menjadi lebih baik 
dan disamping itu selain dalam bentuk fisik secara tata 
kepemerintahan desa pun masyarakat juga telah membantu untuk 
setiap kegiatan tata kepemerintahan untuk Pemerintah Desa 
Durenan itu sendiri, maka dari itu perihal asas ini telah terpenuhi. 
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Bila dirujuk berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme dijelaskan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik di 
Indonesia diidentifikasi dan penjelasannya yang dirumuskan sebagai asas umum 
penyelenggaraan Negara. Asas ini terdiri dari : 
1) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan 
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara; 
2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan 
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan 
Negara; 
3) Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; 
4) Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas 
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; 
5) Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban penyelenggara negara; 
6) Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku; dan  
7) Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
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B. Faktor Penghambat Yang Ada Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Desa Di Bidang Sumber Daya Alam Yang Di Laksanakan 
Oleh Pemerintah Desa Durenan 
1. Faktor Anggaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibidang Sumber Daya 
Alam di Desa Durenan dinilai menurut para warga terlalu besar, seperti 
yang diungkapkan oleh salah satu warga yang bernama Bapak Darmaji 
yaitu besaran anggaran yang pada saat di rapatkan bersama warga untuk 
pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durenan 
tahun 2016 pada bulan Januari lalu sungguh adalah jumlah yang terlalu 
besar untuk Desa Durenan. Bila dilihat dari laporan penggunaan dan 
penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa Durenan tahun 2016 
tidak ditemukan sama sekali kolom yang menunjukan bahwa telah 
digunakan sekian rupiah dalam pengelolaan sumber daya alam namun 
tetap dianggarkan dan tetap terdapat pula laporan pertanggung 
jawabannya. 
2. Faktor Hubungan Masyarakat 
Kontribusi Masyarakat yang ada di sekitar wilayah desa durenan 
merupakan suatu keharusan dimana masyarakat merupakan subjek dari 
pemerintahan itu sendiri, kehadiran dan keikutsertaan warga masyarakat 
dalam forum pertemuan public, serta keaktifan mereka dalam memberikan 
sumbangan pikiran beserta aspirasi yang mana perlu disadari pula bahwa 
urusan pemerintahan akan juga menjadi kepentingan masyarakat pula di 
kemudian hari. Kurangnya sosialisasi tentang setiap program yang diambil 
dan dijalankan oleh pemerintahan desa Durenan merupakan kesalahan 
yang mendasar dalam rusaknya hubungan masyarakat dengan 
pemerintahan desa durenan. Tidak adanya hubungan yang harmonis 
menjadikan setiap kebijakan yang dijalankan oleh kepala desa menjadi 
terhambat dan terganggu. Pemicu utama dari permasalahan ini adalah 
kepala desa merasa dirinya cuku memahami atas apa yang sedang 
dilakukan dan tidak mebutuhkan masukan saran dari masyarakat, seperti 
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dikutip dari pernyataan Bapak Kadiman selaku Kepala dusun Waduk di 
Desa Durenan, beliau mengatakan “Kepala Desa kurang sekali dalam 
meberikan pengertian dan pemahaman tentang apa yang dilakukannya 
beserta para aparat desa, kami hanya disuguhkan perencanaan dan diajak 
untuk rapat besar bersama dengan warga masyarakat lainnya dan sama 
sekali tidak ada yang dapat kita lakukan selain tanda tangan setuju lalu 
menunggu hasilnya terjadi.” batasan-batasan yang dijadikan sebagai 
penghalang oleh masyarakat desa adalah karena masyarakat sudah terlalu 
kecewa dengan tabiat yang dilakukan oleh kepala desa. Untuk pemecahan 
permasalahan ini penulis memberikan salah satu cara menurut sumber-
sumber yang penulis gunakan adalah dengan cara mengaktifkan kembali 
kegiatan komunikasi antara pemerintahan desa terutama kepala desa 
bersama dengan perangkatnya dengan masyarakat yang ada di wiliyah 
desa Durenan, lalu memberikan akses kepada masyarakat serta wakil dari 
lapisan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan aspirasi, pendapat 
dan kontribusi nyata untuk kemajuan kepentingan bersama dan 
pembangunan desa secara berkelanjutan. 
3. Faktor Hubungan Kerja 
Hubungan antara Kepala Desa dengan perangkatnya dan juga 
bersama dengan Kepala Dusun serta wakil-wakil dari setiap lapisan 
masyarakat merupakan Hubungan yang harus terjalin secara harmonis 
karena hubungan tersebut merupakan permulaan dari menjlankan setiap 
kegiatan pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas dalam teori 
Good Governance atau  menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme. Sudah menjadi keharusan bilamana setiap kepala 
daerah harus selalu berkomunikasi dengan Perangkat-perangkat kantor 
desa Durenan dan juga Kepala-kepal dusun di wilayah Desa Durenan.  
Sekretaris Desa Durenan Bapak Wahyudi mengungkapkan bahwa 
“Kurangnya komunikasi anatara kepala desa dengan perangkat yang 
lainnya membuat perangkat desa bingung akan setiap permasalahan yang 
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sedang dihadapi oleh kantor desa, karena ketika perangkat desa hanya 
diam dalam mengetahui setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh 
kantor desa sebenarnya perangkat desa takut untuk ikut terlibat bila 
masalah-masalah tersebut sudah masuk kedalam ranah hukum pidana, 
karena perangkat pada awalnya tidak diberitahu dan tidak di 
komunikasikan dari kepala desa” dari pernyataan ini penulis memberikan 
pendapat bahwa sejak dari awal ketika adanya perancangan anggaran 
pendapatan dan belanja desa tahun 2016, kepala desa sudah memiliki 
rencana yang tidak diketahui oleh perangkat desa yang lainnya, sehingga 
ketika terjadi sedikit penyimpangan maka perangkat desa yang lainnya 
memilih untuk diam. Maka, setiap komunikasi yang di sosialisasikan oleh 
kepala desa kepada masyarakat terkadang terbentur dari kepentingan 
pribadi kepala desa durenan itu sendiri. 
4. Faktor Pengetahuan 
Rendahnya pendidikan sebagai Kepala Pemerintahan juga 
merupakan salah satu permsalahan yang dapat diantisipasi agar tidak 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Tolak ukur atas 
pemahaman seseorang dapat dilihat dari pendidikannya dan bilamana dia 
bisa melakukan sesuatu maka ukur kemampuannya dengan pendidikannya. 
Bapak Sumarno sebagai Kepala desa Durenan memiliki tingkat pendidikan 
yang cukup rendah yaitu lulusan sekolah menengah pertama, hal ini 
dikemukakan oleh Bapak Wahyudi selaku Skretaris Desa Durenan bahwa 
“ Kepala Desa yang sekarang ini kurang mengerti dan memahami serta 
kekurangan strategi dalam menjalankan pemerintahan desa di Desa 
Durenan ini, beliau kurang melihat dan mengamati tentang potensi yang 
bisa dilakukan dan ditingkatkan dari sumber daya alam yang ada di 
wilyah desa durenan ini, namun bila melihat dari dasar pendidikannya 
beliau merupakan lulusan sekolah menengah pertama” bila dilihat lebih 
jauh dari pernyataan bapak wahyudi tersebut maka secara tersirat Kepala 
Desa Durenan kurang memiliki pemahaman serta pengertian akan 
menggali potensi yang ada di desa durenan. 
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5. Faktor Pemecahan Masalah 
Setiap permasalahan selalu terdapat cara untuk diselesaikan, 
strategi dan keberanian merupakan salah satu cara untuk menyeleseikan 
suatu permsalahan yang ada. Pemerintahan Desa sebagai perpanjangan 
tangan dari Pemerintah Daerah tidak akan pernah lewat dari setiap 
permasalahan yang ada demikian pula dengan Pemerintahan Desa 
Durenan, permasalahan yang di ungkapkan oleh Sekretaris Desa Durenan 
Bapak Wahyudi yaitu “Belum lama ini Bapak kepala Desa mendapatkan 
masalah baru yaitu, mulai adanya pengawasan yang ketat dari pihak-
pihak berwajib dikarenakan adanya indikasi korupsi Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Desa Durenan tahun 2016 sejumlah Rp. 363 
juta sehingga membuat bapak kepala desa mulai tidak fokus dengan 
tugas-tugasnya sebagai kepala desa dan perangkat desa pun mulai resah 
dengan hal ini dikarenakan tidak ada komunikasi sama sekali dari kepala 
desa atas permaslaahan ini sehingga perangkat desa menjadi bingung 
harus melakukan apa bilamana nanti terjadi hal-hal yang terburuk” 
 Penjabaran dari permasalahan diatas adalah sampai dengan penulis 
melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa durenan dan beberapa 
Kepala Dusun di Wilayah desa Durenan, pihak kepolisian telah 
mengawasi dengan ketat setiap kegiatan pemerintahan di Desa durenan 
karena sudah adanya indikasi tindakan pidana korupsi yang diduga 
dilakukan oleh kepala desa. Dari permasalahan ini kepala desa sama sekali 
tidak berkomunikasi dan berusaha untuk menyelseikan permasalahan ini 
dengan perangkat desa sebagai bagian dari Pemerintahan Desa Durenan, 
maka dengan ini dpat terlihat bahwa Kepala Desa Durenan memiliki 
kelemahan atau belum maksimalnya cara untuk menyeleseikan suatu 
masalah sehingga dapat menghambat setiap kegiatan pemerintahan di desa 
durenan bahkan dapat menurunkan kredibilitas dan wibawa pemerintahan 
desa durenan bila hal ini tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh kepala 
desa durenan dan perangkat desa yang ikut tergabung dalam pemerintahan 
desa Durenan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian bab-bab diatas maka penulis mengemukakan beberapa 
kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian penulis di desa 
Durenan Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, sebagai berikut: 
1. Kemampuan Pemerintah Desa Durenan Dalam Pengelolaan Dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dibidang 
Sumber Daya Alam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa dinilai belum maksimal dikarenakan masih 
banyaknya permasalahan yang ada teruatama dalam bidang 
pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemerintahan desa 
Durenan, namun Pemerintahan Desa Durenan Kecamatan Sidorejo 
Kabupaten Magetan sebagian besar telah memenuhi Amanat peraturan 
perundang-undangan yang terdapat pada: 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 
b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
c) Peraturan Pemerintaha Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa; 
d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan 
Peraturan Pemerintaha Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa; dan 
e) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan. 
dan dalam kegiatan Pemerintahan desa sehari-hari telah memenuhi 
sebagian karakteristik dari Teori Good Governance dan Asas-asas 
pelaksanaan Pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
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2. Faktor Penghambat Yang Ada Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Desa Di Bidang Sumber Daya Alam Yang Di Laksanakan 
Oleh Pemerintah Desa Durenan yaitu: 
a. Faktor Anggaran 
Besarnya jumlah nominal anggaran yang direncanakan dan 
didapatkan merupakan suatu hal yang dapat menjadi masalah bila tidak 
bisa diantisipasi oleh Kepala Desa berikut dengan perangkat desa dan 
pihak-pihak yang memilki keterkaitan. 
b. Faktor Hubungan Masyarakat 
Hubungan antara masyarakat dan Pemerintahan Desa Durenan 
dapat dinilai kurang maksimal dikarenakan lemahnya sosialisasi 
Kepala Desa dengan masyarakat tentang program-program 
pemerintahan yang sedang dijalankan. 
c. Faktor Hubungan Kerja 
Komunikasi anatara Kepala Desa dan Perangkat Desa di 
Pemerintahan desa Durenan dapat dinilai kurang baik karena sebagaian 
besar Perangkat Desa Durenan tidak mengetahui tentang setiap 
kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa. 
d. Faktor Pengetahuan 
Pengetahuan, Pemahaman dan Pendidikan merupakan satu 
kesatuan dari tolak ukur seorang Kepalas Desa dalam menyatakan 
Mampu dan tidaknya menjadi seorang Kepala Desa, dan di Desa 
Durenan sendiri dapat diakatan Bapak Sumarno belum mampu untuk 
menjadi seorang Kepala Desa Durenan. 
e. Faktor Pemecahan Masalah 
Permasalahan yang timbul dari kegiatan Pemerintahan Desa sehari-
hari adalah suatu hal yang wajar, namun cara untuk Kepala Desa 
menyelesaikan permasalahan tersebut menjadi suatu hal yang penting, 
dan di Desa Durenan sendiri permasalahan yang muncul menajdi suatu 
hambatan Pemerintahan Desa dalam menjalankan kegiatannya sehari-
hari. 
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B. Saran 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 
penulis memberikan saran Kepada Pemerintahan Desa Durenan sebagai 
berikut : 
1. Seharusnya Pemerintahan Desa Durenan mengupayakan dengan 
optimal usaha-usaha yang mengelola sumber daya alam di wilayah 
desa durenan; 
2. Seharusnya Pemerintahan Desa Durenan mengaktifkan kembali segala 
bentuk Badan Usaha Milik desa sehingga memenuhi amanat yang ada 
di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.; 
3. Karakteristik yang terdapat dalam teori Good Governance seharusnya 
di penuhi secara menyeluruh dan Asas-asas Pemerintaham yang baik 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme juga terwujud dalam kegiatan Pemerintahan Desa 
Durenan sehari-hari; 
Kepada Kepala Desa Durenan Sebagai sebagai berikut : 
1. Kepala Desa seharusnya menjalin komunikasi yang baik dengan 
masyarakat sehingga pelaksanakan program-program kebijakan yang 
diambil dapat dirasakan dan masyarakat merasa tidak kecewa; 
2. Sebagai satu kesatuan dalam Pemerintahan Desa Durenan, sudah 
seharusnya Kepala desa dan Perangkat Desa menjalin komunkasi 
Hubungan kerja yang Baik agar dapat melayani masyarakat dengan 
baik dan benar; 
3. Seharusnya setiap Kepala Desa memiliki pemahaman dan pengertian 
serta pendidikan yang cukup untuk dijadikan sebagai Kepala Desa 
dalam Pemerintahan Desa Durenan; dan 
4. Setiap permasalahan yang muncul, seharunya Kepala desa dapat 
berkoordinasi dengan Perangkat desa serta pihak-pihak yang terkait 
agar dapat menyeleseikan permasalahan tersebut sehingga tidak 
menghambat kerja Pemerintahan Desa. 
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